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ABSTRAK 

Tesis “Pemberdayaan Perempuan Marjinal (Studi Kasus Kpr Dalam 
Memberdayakan Perempuan Pada Kelompok “Batik Melati” Di Desa Karanglo Kerek 
Tuban)” Oleh: Ummi Lathifatun Ni’mah, NIM. F52918029, Dosen Pembimbing: Dr. 
H. Suis Abdullah, M.Fil.I, dan Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si, Konsentrasi Studi Islam, 
Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Fokus penelitian tesis ini 
membahas tentang 1) Bagaimana peran KPR dalam Peningkatan Kemandirian 
Perempuan pada kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 2) 
Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Koalisi 
Perempuan Ronggolawe dalam kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, 
Kerek, Tuban? 3) Bagaimana kontribusi pemberdayaan yang dilakukan oleh 
Koalisi Perempuan Ronggolawe dalam peningkatan ekonomi kelompok 
“Batik Melati”?. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian field 
research yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode yang 
digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data adalah, metode 
dokumentasi, metode observasi dan metode wawancara. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, 1) Peran Koalisi Perempuan Ronggolawe dalam 
Peningkatan Kemandirian Perempuan pada kelompok “Batik Melati” di desa 
Karanglo, Kerek, Tuban adalah sebagai LSM yang bergerak di bidang sosial 
dan perlindungan anak. KP Ronggolawe memiliki visi dan misi yang sejalan 
dengan nilai-nilai pembangunan bangsa utamanya pada isu-isu perempuan dan 
perlindungan anak. Selain itu, KP Ronggolawe juga memberikan pelatihan 
pada kelompok “Batik Melati” yang waktu dan penjadwalannya diatur oleh 
kelompok. Selain memberikan pelatihan membatik pada kelompok, KP 
Ronggolawe juga memberikan akses penjualan yang memudahkan kelompok 
dalam menjual hasil batiknya. 2) Strategi pendekatan yang dilakukan oleh 
Koalisi Perempuan Ronggolawe adalah partisipatoris. Di mana perempuan 
diberdayakan dengan tujuan agar perempuan mampu mengejar ketertinggalan 
yang diakibatkan oleh konstruksi patriarki yang menempatkan posisi 
perempuan menjadi timpang baik dalam akses dan kontrol terhadap 
sumberdaya ekonomi, politik, HAM, sosial dan budaya. 3) Kontribusi Koalisi 
Perempuan Ronggolawe terhadap kelompok “Batik Melati” adalah dengan 
memberikan bantuan dana dari CSR PT.SG yang dananya digunakan untuk 
pembiayaan pelatihan membatik. Selain itu, KP Ronggolawe bersama ketua 
kelompok “Batik Melati” sepakat untuk saling menjaga kelestarian budaya 
batik sebagai nilai-nilai kesenian dan ketrampilan yang harus diwariskan 
secara turun-temurun melalui pelatihan pendidikan informal.  

  Kata Kunci: Community Development, Perempuan Marjinal, KPR 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vi 
 

Abstract  
 

Thesis with title "Empowering Marginal Women (Case Study of KP 
Ronggolawe in Empowering Women in " Batik Melati "Group in Karanglo 
Kerek Tuban)" By: Ummi Lathifatun Ni'mah, NIM. F52918029, Advisor: Dr. 
H. Suis Abdullah, M.Fil.I, and Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si, Concentration of 
Islamic Studies, UIN Sunan Ampel Surabaya Postgraduate Program. The 
focus of this thesis research focuses on 1) How is the role of KPR in 
Increasing Women's Independence in "Batik Melati" group in Karanglo, 
Kerek, Tuban? 2) How is the women's empowerment strategy carried out by 
KP Ronggolawe in "Batik Melati" group in the of Karanglo, Kerek, Tuban? 3) 
How is the contribution of empowerment made by KPR in improving the 
economy of the "Batik Melati" group ?. The research method in this thesis is 
uses field research that uses a qualitative research approach. The methods used 
by researchers in finding and collecting data are, documentation methods, 
observation methods and interview methods. The results of thesis showed that, 
1) The role of KP Ronggolawe in Increasing Women's Independence in the 
"Batik Melati" group in the villages of Karanglo, Kerek, Tuban was as an 
NGO engaged in social and child protection. KP Ronggolawe has a vision and 
mission thats in line with the values of national development, especially on 
women's issues and child protection. In addition, KP Ronggolawe also 
provided training to the "Batik Melati" group whose time and scheduling was 
arranged by the group. In addition to providing batik training to the group, KP 
Ronggolawe also provides sales access that makes it easy for the group to sell 
their batik products. 2) The strategy approach taken by the KP Ronnolawe is 
participatory strategy. Where womens are empowered with the aim that 
women are able to catch up as a result of patriarchal construction that places 
the position of women to be unequal both in access to and control of 
economic, political, human rights, social and cultural resources. 3) The 
contribution of KP Ronggolawe to the "Batik Melati" group was to provide 
financial assistance from the CSR of PT.SG whose funds were used to fund 
the training of batik makers. In addition, KP Ronggolawe together with the 
head of the "Batik Melati" group agreed to mutually preserve batik culture as 
artistic values and skills that must be passed down through generations 
through informal education training. 
Keywords: Community Development, Marginal Women, KPR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan sejuta kelebihan, ia 

mampu melakukan pekerjaan diluar kodratnya sebagai. Kelebihan-kelebihan 

perempuan tercakup dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari, 

sehingga akan terjadi beberapa masalah yang timbul akibat peran perempuan. 

Pembahasan mengenai perempuan dengan sejuta problematika melahirkan 

pemikiran beberapa ahli yang menghasilkan teori-teori sosial mengenai sisi 

perempuan seperti feminisme dengan beberapa paradigma.1 

Pembahasan tentang perempuan tidak lepas dari “gender”. Kata asing 

yang sering diperbincangkan dalam media massa, sosial media, laporan ilmiah 

bahkan LSM sampai pada program pemerintah. Apabila menengok pada hasil 

kajian yang dilakukan oleh Neuman dan Hirsch2 Nampak bahwa perempuan di 

seluruh dunia mampu mengolah dan memanen hasil bumi seperti hasil 

pertanian, pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Mereka 

dapat melakukan banyak pekerjaan untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan 

yang menghasilkan dengan membesarkan anak, mengurus rumah dan tugas 

domestik lainnya. Lebih lanjut, bahwa studi tersebut juga memperlihatkan 

bahwa perempuan menjadi pihak yang paling rentan dengan adanya program 

pembangunan. 

                                                           
1 Faqih, M. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2012. h.80-98 
2 R.P Neuman dan Hirsch, Commercialization of Non-Timber Forest Product: Reviews and Analysis of 
Research. CIFOR Indonesia dan FAO, Italia, 2000. 
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Program pembangunan bisa meminggirkan peran perempuan. Sebagai 

contoh ketika mesin menggantikan sulaman tangan untuk membuat alas makan 

syal di India, para pria mengambil alih pekerjaan tersebut dan membiarkan 

perempuan tanpa pekerjaan. Pembangunan nasional membutuhkan manusia 

yang memiliki kepribadian penuh kepercayaan diri serta keberanian untuk dapat 

berpikir alternatif. Perempuan dengan kepribadian yang utuh dan kreatif adalah 

manifestasi dari manusia berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk dapat 

berpartisipasi aktif dalam upaya membangun sebuah bangsa. Standar kualitas 

perempuan yang sesuai dengan wujud manusia Indonesia seutuhnya diukur 

dengan menilai tingkat kebebasan dari segala bentuk kemiskinan dan 

kebodohan. 

Perempuan menjadi tumpuan bagi pembangunan bangsa ini sejak 

Indonesia merdeka. Dari perempuan juga lahir para pahlawan pembela negara 

Indonesia di masa kolonialisme dan imperalisme. Dari itu, perempuan memiliki 

peran sentral dalam pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Hal tersebut 

membuat banyak ahli sosial mengadopsi teori-teori perubahan sosial dari abad 

ke-18 yang menyatakan bahwa perempuan dapat menjadi aktor pembawa 

kelangsungan pembangunan bangsa.3 

Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia (UI) Mia 

Siscawati mengatakan perempuan Indonesia masih berada pada posisi marginal 

atau terpinggirkan, terutama dilihat dari aspek kesehatan dan pendidikannya.4 

Kondisi marginal perempuan terjadi di banyak bidang kehidupan baik disektor 

publik maupun domestik. Pendidikan, ekonomi, pekerjaan, kebijakan publik, 

                                                           
3 Aswiyati, I. “Peran Wanita dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Petani Tradisional untuk 
Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat” 2016. Jurnal Holistik (Nomor 17 Tahun 9) 
h.2. 
4 https://mediaindonesia.com/read/detail/41609-perempuan-indonesia-masih-pada-posisi-marginal 
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hak-hak dasar perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan 

manusia, kesetaraan gender, politik, dan kesehatan merupakan sebagian dari 

bidang kehidupan di dalamnya terbukti masih banyak memarginalisasikan 

perempuan.  

Masalah diskriminasi yang dialami perempuan perkotaan dan pedesaan 

bukan hal baru, namun masih terasa pelik dan kompleks seakan tak berujung 

pada penyelesaian. Berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan diskriminasi 

terhadap perempuan. Semakin banyak gerakan yang dilakukan aktivis 

perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Bahkan tak sedikit 

peraturan dan perundang-undangan hingga konvensi dilahirkan untuk menjamin 

hak perempuan, salah satunya adalah peraturan menteri Dalam Negeri RI No 67 

tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No 15 tahun 

2008 tentang pedoman umum pengarusutamaan gender di daerah. 

Kelompok marjinal merupakan suatu kelompok sosial tertentu yang 

memiliki status sosial rendah, terpinggirkan dan terabaikan. Berdasarkan 

Permensos No. 08 tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang 

karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan 

fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik 

jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.5 

Marginalisasi yang terjadi pada perempuan bukan hanya terjadi di tempat 

pekerjaan. Dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan negara juga 

memarginalkan perempuan. Marginalisasi terhadap perempuan yang terjadi 

                                                           
5 Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2018 Universitas Amikom Yogyakarta, 3 November 2018. ISSN : 
2615-2657 
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dalam rumah tangga berupa diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki 

dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir 

keagamaan. Misalnya, banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak 

memberi hak pada kaum perempuan untuk mendapatkan waris. Sedangkan 

marginalisasi ekonomi perempuan terjadi karena stereotype tertentu atas kaum 

perempuan yang kemudian menyumbang pada subordinasi, kekerasan pada 

perempuan yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi 

kaum perempuan sendiri.6   

 

 

 

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

Bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik (41%), dan seksual sebanyak (31%). 

Kekerasan seksual menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan 

                                                           
6 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. h.63 

PERSENTASE KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN DI RANAH PRIVAT/PERSONAL 

TAHUN 2018

fisik

seksual

psikis

ekonomi



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
 

 

rumah dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.7 

Kebanyakan, korban kekerasan adalah perempuan dan bentuk kekerasan pada 

perempuan akan berimbas di banyak bidang, salah satunya adalah pada tingkat 

kesejahteraan hidup perempuan. 

Kasus perempuan marjinal, hampir ada di seluruh daerah di Indonesia. 

Penyebab marjinalisasi perempuan adalah budaya dan sistem patriarki. 

Penyifatan untuk laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh masyarakat 

tersebut mengakibatkan adanya satu pihak yang terpinggirkan (termiskinkan). 

Sistem patriarki yang masih membudaya di masyarakat menyebabkan 

perempuan terus dijadikan manusia kedua setelah laki-laki. Hak-haknya secara 

umum dikebiri dan keberadaannya terpinggirkan. Bahkan, tidak sedikit dari 

perempuan yang mendapat perlakuan hukum secara tidak adil. Sebagai contoh 

adalah hukum adat yang tidak memberikan warisan kepada anak perempuan. 

Dalam rumah tangga misalnya, perempuan adalah konco wingking di 

dapur. Dalam kegiatan masyarakat paling tinggi hanya menjadi seksi konsumsi, 

atau penerima tamu. Mugkin karena posisinya yang dianggap tidak penting ini, 

maka pendidikan untuk kalangan perempuanpun umumnya seperlunya saja. Di 

kalangan umat Islam sebagai umat pemeluk agama yang paling maju dalam 

mempromosikan ilmu pengetahuan, ternyata sangat sedikit memiliki ulama 

perempuan.8 

Sejak konsep gender berkembang, peran perempuan mulai mengalami 

pembaharuan. Ada secercah harapan bagi perempuan untuk memasuki sektor 

publik baik sektor ekonomi, sosial, pendidikan, budaya juga politik. Di bidang 

                                                           
7 Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017 Komnas Perempuan Jakarta, 7 Maret 2018 
8 Program Studi Kajian Wanita. Perempuan dan Pemberdayaan. Jakarta: Penerbit  Obor. 1997. h. 56 
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pendidikan misalnya, perempuan telah mengalami peningkatan akses 

pendidikan yang setara dengan laki-laki. Sejarah perjuangan kaum wanita 

mencatat, RA Kartini misalnya, adalah salah satu tokoh perempuan pelopor 

emansipasi perempuan dan sosok pejuang tangguh yang telah memperjuangkan 

kebebasan perempuan didunia pendidikan. Selain RA Kartini, ada Maria 

Walanda Maramis adalah perempuan kelahiran Sulawesi Utara merupakan 

sosok yang dianggap sebagai pendobrak adat, pejuang kemajuan dan emansipasi 

perempuan di dunia politik dan pendidikan. 

Beberapa masyarakat, seperti masyarakat Bali, masyarakat Mbuti di 

Afrika, memiliki peran gender yang benar-benar tumpang-tindih. Perbedaan 

jalan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang 

digunakan untuk mmemecahkan teka-teki perbedaan jens kelamin, mengapa 

perbedaan itu tercipta dan bagaimana dua orang yang berlainan jenis kelamin 

dapat berhubungan baik satu dengan yang lainnya dan dengan sumber daya 

alam di sekitarnya.9 

Bentuk upaya peningkatan peran perempuan dalam meningkatkan kualitas 

perlu adanya peran serta aktif dari berbagai komponen masyarakat, baik dari 

partai politik, pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, media, 

institusi pendidikan dan lembaga keagamaan. Optimalisasi pendidikan politik 

dan pendidikan pemilih adalah satu aktivitas yang bertujuan untuk membentuk 

dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu ataupun 

kelompok. Dalam peningkatan perannya melalui organisasi kemasyarakatan 

salah satunya, perempuan akan lebih berdaya dan terlatih mandiri. Dalam 

                                                           
9 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007. h. 5 
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pandangan demokrasi, industrialisasi idealnya akan melahirkan kekayaan dan 

kekayaan melahirkan kesenangan, dengan kesenangan memungkinkan orang 

secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik, dan kebebasan itulah yang 

melahirkan demokrasi. Padahal pada kenyatannya politik, ekonomi, kultur, 

maupun gender, tak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dan saling 

bergantung.10 

Di kabupaten Tuban, yang merupakan salah satu daerah pesisir yang 

berbatasan langsung dengan pantai utara, perempuan bisa bergabung dengan 

berbagai LSM perempuan. Salah satunya adalah KPR (Koalisi Perempuan 

Ronggolawe) adalah lembaga independen, non partisan non profit yang 

konsentrasi di pendidikan alternatif dan pendampingan korban kekerasan 

perempuan dan anak. KP Ronggolawe juga fokus terhadap pendidikan alternatif 

bagi perempuan pedesaan dan memanfaatkan SDA guna meningkatkan 

perekonomian keluarga. KP Ronggolawe juga menjadi organisasi perempuan 

yang fokus mendampingi pemberdayaan perempuan di bidang komunitas 

ekonomi mikro. Komunitas ini menitikberatkan pemberdayaan perempuan 

melalui pengembangan ketrampilan. Sebagai komunitas tingkat kabupaten, KP 

Ronggolawe memiliki program kerja memberdayakan perempuan.  

Diantara program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KP 

Ronggolawe adalah membentuk kelompok atau komunitas ketrampilan, seperti: 

ketrampilan dari limbah pelepah pisang dan batik. Kelompok batik menarik 

untuk diteliti dikarenakan secara geografis, lokasi komunitas batik mengalami 

kerusakan lingkungan yang disebabkan pengerukan batuan putih oleh PT. 

                                                           
10 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. h.52. 
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Semen Indonesia. Sebagai perusahaan BUMN yang berada di lingkungan 

pedesaan maka sudah seharusnya PT. Semen Indonesia memberikan impact 

terhadap warga sekitarnya, salah satunya adalah dengan bantuan CSR 

pemberdayaan perempuan melalui kelompok yang didampingi oleh LSM KP 

Ronggolawe. Kelompok batik tersebut berada di desa Karanglo, Kerek, Tuban 

yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Merakurak.  

 “Batik Melati” berdiri pada Agustus tahun 2016, didirkan oleh seorang 

perempuan desa bernama Mbak Ti’ah. Awalnya mbak Ti’ah sebatas belajar 

membatik manual secara otodidak sejak 2015. Lama kelamaan, ia tertarik untuk 

menekuni batik dan pertemuannya dengan KP Ronggolawe yang diketuai oleh 

Nunuk Fauziyah membawanya bertekad untuk membentuk kelompok “Batik 

Melati”. Kelompok “Batik Melati” resmi berdiri pada tahun 2017. Kelompok 

tersebut terbentuk berasaskan kekeluargaan dan terbentuk atas kesamaan hobi 

dan kegiatan yang sama yaitu membatik. Sebagai kelompok batik yang baru 

berdiri, tentu banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh kelompok 

“Batik Melati”. Sebagai komunitas kecil, tentunya kelompok “Batik Melati” 

mengalami beberapa hambatan ataupun kendala. Permasalahan di lapangan 

seringkali muncul baik dari personal, maupun pendamping kelompok. 

Minimnya pengetahuan akan batik, pengetahuan akan teknologi digital dan 

kurangnya ilmu tentang pemasaran batik juga menjadi permasalahan yang 

dihadapi oleh kelompok ini. LSM KP Ronggolawe hadir sebagai awan cerah 

pemberi harapan bagi komunitas kecil di desa Karanglo ini. Melalui 

pendampingan, pelatihan, bantuan dana serta pemasaran produk, para anggota 
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komunitas ini diharapkan perlahan akan berkembang, maju dan selanjutnya 

mendapatkan kehidupan yang sejahtera.  

Studi pada perempuan, suatu kegiatan di masa lalu yang sudah banyak 

dilakukan oleh peneliti perempuan dan laki-lak. Kekhususan studi perempuan 

adalah menempatkan apa yang dialami oleh perempuan itu sendiri sebagai fokus 

perhatian. Studi perempuan juga memusatkan kegiatannya pada mengajukan 

pertanyaan, menganalisis dan menginterpretasikan pengalaman perempuan yang 

merupakan bagian dari realita manusia. Inilah yang di masa lalu dilupakan 

karena tidak dianggap penting. Alasan tersebut adalah karena di masa lalu baik 

topik penelitian maupun interpretasi data yang kemudian digeneralisasi berlaku 

bagi laki-laki dan perempuan dilakukan dengan kacamata laki-laki saja. 

Akibatnya semua teori tentang manusia, tentang sifat khas dan perilakunya, dan 

ilmu pengetahuan pada umumnya adalah buatan laki-laki.  

Perlunya studi perempuan sudah terlihat pada penelitian Sigmund Freud, 

Bapak Psikoanalisa terkenal yang hidup pada abad ke-19. Ia telah mempelopori 

penelitian tentang perkembangan psikoseksual anak perempuan berdasarkan 

observasinya bahwa ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Freud 

akhirnya (sebagai laki-laki) menutup penelitiannya dengan mengatakan 

“perempuan adalah suatu misteri”.11 Suatu ungkapan yang dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut: Freud telah mengakui perempuan sebagai 

manusia karena setiap manusia menyimpan suatu misteri.  

                                                           
11https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/pengantar_buku_kerja_dan_perubahan_sosial.pd
f 
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Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada KP 

(koalisi perempuan) Ronggolawe di Desa Karanglo, Kerek, Tuban dengan 

keadaan desa yang secara geografis mengalami kerusakan lingkungan akibat 

dari pengerukan yang dilakukan PT. Semen Indonesia yang menjadikan para 

kaum perempuan hanya bertumpu pada penghasilan suami. Selain itu 

kemiskinan perempuan di pedesaan membutuhkan jalan keluar sebagai 

penyelesaiannya. Dengan merangkul beberapa perempuan untuk belajar batik, 

dan membuat batik memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan berdaya secara 

kemampuan serta wawasan para perempuan berdedikasi dalam satu kelompok 

membatik. Dengan mengangkat judul penelitian “Koalisi Perempuan 

Ronggolawe Dalam Memberdayakan Perempuan Marjinal Pada Kelompok 

“Batik Melati” Desa Karanglo Kerek Tuban” peneliti berharap dengan adanya 

kegiatan tersebut akan bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga yang pada 

akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui pola dan juga strategi KP Ronggolawe khususnya pada perempuan 

membatik dalam kelompok “Keluarga Melati”. KP Ronggolawe, yang tumbuh 

sejak tahun 2004 dibawah naungan LSM Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam hal pemberdayaan perempuan. Kelompok tersebut tumbuh dan 

berkembang perlahan dengan keterbatasan sarana dan menghadapi berbagai 

kendala. Dengan meneliti pola dan strategi kelompok ini, peneliti berharap 

komunitas perempuan membatik pada “Keluarga Melati” dapat berkembang dan 

berkemajuan demi kesejahteraan ekonomi keluarga.  
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B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, hadir beberapa masalah yang teridentifikasi oleh 

penulis dalam penelitian ini, diantaranya: 

a. Bagaimana peran KPR dalam Peningkatan Kemandirian Perempuan 

pada kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

b. Bagaimana konsep kelompok “Batik Melati” dalam membantu 

meningkatkan ekonomi keluarga di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

c. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh 

KPR dalam kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

d. Bagaimana dampak kelompok “Batik Melati” terhadap peningkatan 

ekonomi di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

e. Bagaimana kontribusi pemberdayaan yang dilakukan oleh KPR 

dalam peningkatan ekonomi kelompok “Batik Melati”? 

 

 

2. Batasan Masalah 

a. Bagaimana peran KPR dalam Peningkatan Kemandirian Perempuan 

pada kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

b. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh 

KPR dalam kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

c. Bagaimana kontribusi pemberdayaan yang dilakukan oleh KPR 

dalam peningkatan ekonomi kelompok “Batik Melati”? 
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C. Rumusan Masalah 

A. Bagaimana peran KPR dalam Peningkatan Kemandirian Perempuan 

pada kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

B. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh 

KPR dalam kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban? 

C. Bagaimana kontribusi pemberdayaan yang dilakukan oleh KPR 

dalam peningkatan ekonomi kelompok “Batik Melati”? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran KPR dalam Peningkatan Kemandirian 

Perempuan pada kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban. 

2. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan perempuan yang 

dilakukan oleh KPR dalam kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, 

Tuban. 

3. Untuk mengetahui kontribusi pemberdayaan yang dilakukan oleh 

KPR dalam peningkatan ekonomi kelompok “Batik Melati”. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas. Maka ada dua manfaat kegunaan 

penelitian ini, yaitu secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan 

diharapkan berguna bagi civitas akademika, khususnya bagi pelaksana dan 

pemerhati dibidang sosial ekonomi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 
 

 

b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang usaha perempuan 

dalam membantu meningkatkan perekonomian keluarga melalui batik. 

c. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang konsep kelompok 

usaha batik yang digagas perempuan dan cara memberdayakan perempuan 

melalui komunitas. 

d. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis proses 

berdirinya kelompok usaha batik perempuan. 

e. Mengetahui nilai-nilai positif yang diberikan dari kontribusi 

kelompok usaha batik perempuan. 

 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih atau pijakan 

dalam hal pemberdayaan perempuan melalui komunitas. Serta dapat menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih dikembangkan dalam hal 

pemberdayaan perempuan melalui komunitas usaha lainnya.  

 

F. Penelitian Terdahulu 

Sehubungan dengan judul Pemberdayaan Perempuan Marjinal “Studi Kasus 

KPR Dalam Memberdayakan Perempuan Pada Kelompok “Batik Melati” Di Desa 

Karanglo Kerek Tuban”, maka peneliti mengambil beberapa referensi penelitian 

terdahulu. Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh orang lain, baik berupa 

tesis, skripsi, jurnal ataupun penelitian ilmiah lainnya yang mendukung. Hal 

tersebut dimaksudkan untuk, mengetahui bahwa belum ada penelitian dengan judul 

serupa yang diangkat oleh peneliti, juga agar peneliti menghindari segala bentuk 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

 

plagiasi dan kesalahan lain yang menyalahi tata aturan penulisan karya tulis ilmiah. 

Dalam hal ini, peneliti mengambil 5 sampel penelitian terdahulu yang dianggap 

mendekati fokus penelitian ini. 

2.Penelitian pertama adalah penelitian dengan judul “Peran Perempuan 

Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2wkss Di 

Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman” oleh Frida Nur Rizkia. Penelitian 

ini merupakan skripsi jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial fakultas ilmu 

sosial universitas negeri Yogyakarta, tahun 2017. Penelitian ini memuat Peran 

Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga melalui Program 

P2WKSS adalah melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan rumah 

tangga, pemberdayaan yang diikuti perempuan selama program P2WKSS 

berlangsung, dukungan keluarga terhadap program pemberdayaan, dan 

pembagian waktu perempuan kaitannya dengan peran ganda. Peran-peran 

terutama peran ganda perempuan dilakukan oleh wabin P2WKSS agar dapat 

melaksanakan dua atau lebih pekerjaan dalam satu waktu maupun satu hari.12 

3.Penelitian kedua, dengan judul “Pemberdayaan Kaum Perempuan 

Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Kasus di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok 

Banyumas)” yang dilakukan oleh Anifatus Solihah. Penelitian tersebut berisi 

pemberdayaan perempuan melalui Home Industry Bulu Mata di Desa Sokawera 

Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, telah ikut ambil bagian dalam 

menambah pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan perempuan pengrajin 

bulu mata terhadap pendapatan keluarga meningkat cukup signifikan, yaitu dari 

                                                           
12Skripsi, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2wkss Di Sumber 
Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman, Frida Nur Rizkia, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 
tahun 2017. 
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pendapatan suami yang rata-rata hanya Rp. 500.000,- sampai Rp. 750.000,-, 

meningkat menjadi Rp. 1.250.000,- sampai Rp. 1.750.000,- setelah ditambah 

pendapatan isteri dari upah menjadi pengrajin bulu mata. Pendapatan 

perempuan pengrajin bulu mata juga merupakan pendapatan keluarga. 

Penggunaan pendapatan merupakan penggunaan atau belanja untuk kebutuhan 

keluarga. Penggunaan untuk kebutuhan keluarga tersebut, antara lain untuk 

mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah dan juga 

untuk kebutuhan yang sifatnya sosial, seperti arisan, dan bowo.13 

4.Penelitian ketiga dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di Pedesaan 

(Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”), yang ditulis oleh Nika Rizqi 

Fitriana. Salah satu hal yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah Faktor-

faktor pendukung perempuan dalam mengembangkan kelompok usaha bersama 

(KUB) Serang adalah adanya motivasi perempuan, dukungan keluarga serta 

dukungan pemerintah yang membuat perempuan semakin antusias menjalankan 

usaha bersama. Faktor-faktor penghambat adalah kurangnya modal uang dan 

bahan baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah 

Kabupaten Grobogan. Menurut teori struktural fungsionalisme fungsi manifes 

telah memberikan peningkatan kesejahteraan keluarga dan fungsi laten 

perempuan mendapat akses menjalankan program kegiatan tersebut.14 

                                                           
13Skripsi, Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas), Anifatus Solihah, 
Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto 
2016. 
14Skripsi Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di 
Pedesaan (Studi Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi 
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5.Penelitian keempat dengan judul “Relevansi Peran Gender dan 

Kontribusi Ekonomi Perempuan untuk Mencapai Falah dalam Rumah Tangga” 

oleh Melis. Penelitian tersebut merupakan jurnal kajian gender dan anak. Jurnal 

tersebut menghasilkan pengetahuan dalam upaya mencapai hidup sejahtera 

(falah), perempuan dalam rumah tangganya setiap hari berusaha semaksimal 

mungkin untuk melakukan perannya dengan baik, baik sebagai ibu rumah 

tangga maupun pencari nafkah. Untuk itu mereka mengatur waktu sedemikian 

rupa sehingga semua peran yang disandangnya dapat dilaksanakan dengan 

seimbang. Kendati demikian pasti ada kendala yang akan dialami dalam 

melaksanakan peran gandanya tersebut, salah satu masalah penting jika 

perempuan memasuki sektor publik atau bekerja di luar rumah tangga adalah 

pembinaan keluarga akan terbengkalai dan terabaikan. Karena itu, meskipun 

perempuan diperbolehkan untuk bekerja disektor publik, dia tidak boleh 

menelantarkan sektor domestik dan pengasuhan anak-anaknya.15 

6.Penelitian kelima dengan judul “Membincang Peran Ganda Perempuan 

Dalam Masyarakat Industri”. Penelitian ini ditulis oleh Syaifuddin Zuhdi pada 

tahun 2018.  Penelitian tersebut menghasilkan pengetahuan Kebiasaan suami 

sebagai seorang tulang punggung keluarga yang memberikan sebagian kecil dari 

upah yang didapatnya kepada isteri merupakan pendorong masuknya pekerja 

perempuan yang menikah ke pasar kerja. kondisi ini menunjukkan bahwa 

perempuan ingin memanfaatkan potensi ekonomis yang mereka miliki, 

mengurangi ketergantungan pada suami berkaitan ekonomi, di samping adanya 

kesadaran bahwa perempuantidak ingin hanya melakukan peran tradisional 

                                                                                                                                                                                     
Kabupaten Grobogan), Nika Rizqi Fitrina, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Semarang. 2016. 
15An-Nisa’, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Volume 12, Nomor 01, Juni 2017 
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yang berada di garis belakang tetapi juga mampu berperan pada sektor publik. 

Oleh karena itu, nilai kerja mereka yang selama ini diabaikan bahkan 

diremehkan harus dihargai dan dibuat tampak oleh tatanan masyarakat. Pada 

dasarnya sifat kodrati seorang perempuan adalah bekerja dalam ranah domestik, 

tetapi hal tersebut tidaklah menutup kemungkinan adanya pergeseran peran 

perempuan didalam masyarakat, terkhusus berkaitan dengan peran yang 

memiliki nilai ekonomis, sehingga pada kondisi awal bekerja dalam ranah 

domestik menjadi ranah publik. Adanya pergeseran tersebut adalah dampak dari 

adanya partisipasi perempuan dalam peran ekonomis, sehingga menjadi 

masyarakat industri yang berbasis pada money oriented, partisipasi tersebut 

berakibat pada kondisi keluarga maupun hubungan sosial masyarakat, apabila 

mereka dapat mensikapi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan baik 

maka efek dari partisipasi kerja tersebut menjadi baik, begitu pun sebaliknya 

apabila mereka tidak dapat mensikapi dengan bijak maka akan rusak hubungan 

keluarga dan sosial masyarakat.16 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini menggunakan kerangka teori community development. Teori yang 

digunakan oleh Frida Nur Rizkia adalah P2WKSS, pada penelitian Anifatus 

Solihah dibatasi dengan perspektif Islam, pada penelitian Nika Rizqi Fitriana 

menggunakan teori struktural fungsionalisme, penelitian Melis  menggunakan 

teori peran dan penelitian Syaifuddin Zuhdi menggunakan partisipasi 

perempuan dalam peran ekonomis. 

Teori community development berhubungan dengan upaya pemenuhan 

kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang 

                                                           
16Jurnal Hukum, Jurisprudence, Vol. 8, Nomor 2, Tahun 2018. 
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disebabkan oleh kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, 

suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.17 Teori community development 

secara garis besar melihat proses dan pentingnya mengalirkan daya dari subjek 

ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang 

semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya 

hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain. Pada 

akhirnya penelitian ini menghasilkan perempuan yang berdaya secara ekonomi 

meskipun mereka adalah kaum ibu di desa. 

 

G. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori merupakan hubungan antar konsep berdasarkan studi 

empiris. Kerangka teori penelitian juga merupakan tempat peneliti memberikan 

penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, atau 

masalah pokok dalam penelitiannya.18 Penyusunan kerangka teoritik dapat 

membantu penulis dalam meningkatkan pemahaman mengenai dinamika 

situasi.19 

Teori Community Development 

Salah satu model pemberdayaan masyarakat adalah community 

development. Community development didefinisikan sebagai suatu proses yang 

merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas 

pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultur komunitas, 

                                                           
17 Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung:Refika Aditama, 2005. h.12 
18Arikunto,.Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. 1992. 
19Muh. Fitrah, Dr. Luthfiyah, Metodologi Penelitian, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus), 
Sukabumi: CV Jejak. 2017. h.120. 
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mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong 

kontribusi komunitas yang lebih optimal.20 

Community development (pengembangan masyarakat) menjadi upaya 

mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif 

berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja 

kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya 

keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan 

secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. 

Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, 

pertanggunjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi saling menguntungkan 

saling timbal balik, dan pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan 

masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu 

mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atu saran yang diperlukan 

dan memberdayakan mereka. 

Menurut Twelvetress, pengembangan masyarakat adalah “the process of 

assisting ordinary people to improve own communities by undertaking 

collective actions.” Secara khusus pengembangan masyarakat berhubungan 

dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang –orang yang tidak beruntung atau 

tertindas ,baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun diskriminasi 

berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.21 

Dalam konteks pembangunan nasional, pemberdayaan perempuan berarti 

upaya menumbuh kembangkan potensi dan peran perempuan dalam semua 

                                                           
20 Soetomo, Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. h.79. 
21 Edi Suharto. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung:Refika Aditama, 2005. h.12 
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dimensi kehidupan. Program pemberdayaan perempuan dalam kehidupan 

keluarga akan mampu menjadi pintu masuk menuju perbaikan kesejahteraan 

keluarga. Berkaitan dengan perbaikan kesejahteraan keluarga maka menuntut 

perempuan untuk dapat menopang ketahanan ekonomi keluarga. Kondisi 

demikian merupakan salah satu dorongan yang kuat bagi perempuan untuk 

bekerja dalam menambah penghasilan. 

Pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi 

kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta 

memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat 

lapis bawah dapat memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. 

Orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat 

sepanjang waktu, misalnya sebagai pekerja yang dibayar, aktivis masyarakat, 

pekerja dalam layanan kemanusiaan, dan anggota kepanitiaan masyarakat lokal 

yang tidak dibayar.22 

Untuk dapat melakukan pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu 

tahapan. Tahapan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh persiapan 

dan strategi perencanaan yang baik, sehingga program aksi pengembangan 

masyarakat dapat mencapai sasaran. Ada tiga pendekatan untuk perencanaan 

pengembangan masyarakat (community development approach), yaitu:23 

a. Development for community.  Pencetus kegiatan pengembangan 

masyarakat adalah perusahaan yang mempunyai status sebagai pendonor, 
                                                           
22 Susan, Kenny. Developing Communities for The Future, Melbourne: Nelson An International Thomson 
Publishing Company. 1994. h.5-7 
23 Radyati Nindita, Maria R. CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Indonesia Bussiness Links. 
2008. h. 63 
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sedangkan keduudkan dari komunitas target adalah sebagai objek kegiatan 

pengembangan masyarakat. Efek dari kegiatan ini adalah ketergantungan dari 

komunitas terhadap perusahaan untuk mencapai hasil akhir. Oleh karena itu 

tujuan akhir adalah menghasilkan sesuatu, maka jangka waktu program ini 

relative pendek. Karakteristik program ini adalah berorientasi pada perusahaan 

atau dikenal dengan program inkind. 

b. Development with community. Dalam program ini, kegiatan 

dirumuskan bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat. Kedudukan 

perusahaan adalah sebagai agen pembangunan, sedangkan komunitas adalah 

subjek sekaligus objek program pengembangan masyarakat. Tujuan program ini 

berorientasi pada hasil dan memberikan sumbangan pada proses pembangunan. 

Dampak positifnya, komunitas tidak sepenuhnya tergantung pada perusahaan, 

akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. 

c. Development of community. Karakteristik utama program ini adalah 

berorientasi pada pemenuhuna kebutuhan komunitas. Tujuan akhirnya adalah 

pembangunan yang berproses. Di sini, yang menjadi pencetus ide adalah 

komunitas sendiri.24 Dampak positif dari program ini adalah menjadi self-

reliance oleh karena mereka terlibat langsung sepenuhnya pada program dan 

mereka sendiri yang menentukan keberhasilan tau kegagalan usahanya.  

 

H. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: 

                                                           
24 Program ini mengidentifikasikan sendiri program dan kebutuhannya. Dengan demikian, komunitas 
berkedudukan murni sebagai subjek sedangkan perusahaan sebagai agen pembangunan. 
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian field research yang menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.25 Penelitian kualitatif 

berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang 

dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan. Dalam 

penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo, gambar (foto) dan dokumen resmi lainnya.26 

Pendekatan penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini dilakukan 

pada kondisi yang natural yaitu menggambarkan keadaan yang sesunggunya di 

komunitas batik keluarga melati yang bernaung dibawah LSM KP Ronggolawe 

Tuban. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang konsep 

pemberdayaan perempuan oleh KP Ronggolawe terhadap peningkatan 

kemandirian ekonomi keluarga di desa Karanglo, Kerek, Tuban, yang fokus 

pada kelompok “Batik Melati”. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berupa 

gambaran mengenai situasi atau kejadian, kata-kata tertulis atau lisan, kalimat, 

gambar dan perilaku yang dapat diamati serta di arahkan pada latar alamiah 

individu tersebut secara menyeluruh.27 

                                                           
25Denzin, Norman K dan Yvonna S Lincoln, Hanbook of Qualitative, Terj. Dariyanto dkk. Jogjakarta: Pustaka 
Pelajar. 2009. h.34. 
26 Handari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada Pres. 2005. h.31 
27 Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), h.55 
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Menurut Frankel karakteristik qualitative research adalah sebagai 

berikut:28 

a. Aturan yang alami sebagai sumber langsung dari tanggal, dan 

peneliti adalah instrument kunci dalam QR. 

b. Tanggal kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan 

bunkan angka. 

c. Penelitian kualitatif memperhatikan proses dan juga produk. 

d. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif. 

 

2. Data 

Data merupakan sebuah representasi fakta yang tersusun secara 

terstruktur. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula 

merepresentasikan suatu objek29 sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan 

Munir (2006: 1) bahwa “Data adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi 

dari suatu objek atau kejadian”. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data merupakan merupakan fakta atau bagian dari fakta yang belum 

tersusun yang mempunyai arti yang dihubungkan dengan kenyataan yang benar-

benar terjadi, fakta dapat dinyatakan dengan gambar (grafik), kata-kata, angka, 

huruf dan lain sebagainya. 

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: data 

wawancara dari Direktur KP Ronggolawe, data wawancara dari kelompok 

“Batik Melati” Desa Karanglo Kerek Tuban dan proses pemberdayaan 

perempuan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe. 

                                                           
28 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak Publisher. 2018. h.10. 
29 Vercellis, C. Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making. England: John Wiley 
& Sons. 2009. h.6. 
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3. Sumber Data  

Sumber data merupakan subyek suatu data darimana diperoleh30. Pada 

penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan 

senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Adapun 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber primer, data yang dikumpulkan langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.31 Adapun sumber data primer dalam penelitian 

ini adalah: kegiatan pemberdayaan perempuan oleh KP Ronggolawe melalui 

kelompok “Batik Melati” yang berada di Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, 

Kabupaten Tuban, informannya, anggota kelompok “Batik  Melati”, dan 

masyarakat yang merasakan manfaat dari dibentuknya kelompok “Batik 

Melati”.  

b. Sumber sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data primer dapat juga 

dikatakan data yang tersusun dalam dokumen-dokumen.32 Sumber-sumer 

sekunder lain seperti majalah, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-

lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil 

studi, tesis, hasil survei.33 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Data   

                                                           
30 S. Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2013. h.144. 
31Suharsimi Suryabrata, Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali, 1987. h.93. 
32Ibid  
33 Ibid.,  143 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data lebih 

banyak pada observasi berperan serta (participant observaction), wawancara 

mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.34 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah .metode pengumpulan data dengan pencarian data pada 

variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, dan dokumen lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian.35Selain melalui wawancara dan observasi, 

informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya.nai pokok-pokok kajian untuk dijadikan bahan dalam penyusunan 

data, sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan yang merupakan bukti 

otentik dalam penyusunan laporan. Dalam penelitian ini, bentuk dokumen yang 

digunakan oleh peneliti adalah dokumen profil KP Ronggolawe, dokumen AD-

ART kelompok “Batik Melati” yang dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti 

dengan cara mengumpulkan data dari pengamatan dan disesuaikan dengan 

teori-teori, jurnal dan penelitian lainnya yang sesuai dan mendukung obyek 

penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti dengan cara 

mengumpulkan data dari pengamatan dan disesuaikan dengan teori-teori, jurnal 

dan penelitian lainnya yang sesuai dan mendukung obyek penelitian. 

b. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan 

langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. 

                                                           
34 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.2017. h.45. 
35 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Bandung: Rosda Karya, 2006. h.26. 
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Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan 

mengenai pelaksanaan pembelajaran dikelas.  

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi 

berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan 

perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran 

riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

c. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara (yang mengajukan wawancara) dan yang 

diwawancarai (responden) yangmemberikan jawaban atas pertanyaan. Tujuan 

wawancara adalah untuk mengetahui apa yangterkandung dalam pikiran atau 

hati responden bagaimana pandangan tentangdunia, yaitu hal yang tidak dapat 

diketahui melalui observasi.36 

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan 

mendapatkan keterangan tentang pola dan strategi KP Ronggolawe terhadap 

peningkatan ekonomi keluarga di desa Karanglo, Kerek, Tuban, yang fokus 

pada kelompok “Batik Melati”. Beberapa hal mendasar yang menjadi 

instrument wawancara dalam riset ini diantaranya; Kapan pembentukan KPR 

Tuban?, apa yg mendasari berdirinya KPR Tuban?, apa Tujuan KPR Tuban?, 

apa kontribusi KPR Terhadap pemberdayaan perempuan?, bagaimana KPR 

Tuban memandang pemberdayaan perempuan?, program apa saja yang 

ditawarkan KPR Tuban dalam memberikan pemberdayaan pd perempuan?, 

bagaimana strategi KPR Tuban dalam memberikan pemberdayaan pada 

                                                           
36 Nasution. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito. 2003. h.73 
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perempuan?, dan adakah hambatan/kendala dalam pendampingan 

pemberdayaan perempuan?. 

Dari tiga poin pengumpulan data penelitian, peneliti mendapatkan data 

untuk menganalisis program pemberdayaan yang dilakukan oleh KP 

Ronggolawe yang mengacu pada teori community development dan dalam 

pendekatannya menggunakan development with community.  

 

5. Teknik Pengolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber 

data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali lengkap atau tidaknya data-data 

yang diperoleh dan memperbaiki bila terdapat data yang kurang jelas atau 

meragukan.37 Teknik ini betul-betul menuntut kejujuran intelektual (intelectual 

honestly) dari penulis agar nantinya hasil data konsisten dengan rencana 

penelitian. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.38 

c. Analyzing, yaitu upaya mencari dan menyusun secara sistemasis 

hasil wawancara juga dokumentasi yang disusun secara sistematis dan dianalisis 

secara kualitatif untuk memberikan kejelasan pada masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini.39 

 
                                                           
37 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian, Malang: UIN-Maliki Press, 2010. h.125. 
38 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997. h.153. 
39 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan 
Realisme Metaphisik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991. h.183. 
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6. Teknik Analisis Data  

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh 

adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. 

Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, 

intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum 

siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), 

tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke 

dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau 

statistika sebagai alat bantu analisis. 

Menurut Miles dan Huberman beberapa tahapan dalam analisis data, 

diantaranya: 

a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian 

dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus 

serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.40 

b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan 

diteruskan pada waktu pengumpulan data. Reduksi data juga merupakan proses 

berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman 

wawasan yang tinggi. Bagi peneliti dalam melakukan reduksi data dapat 

mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai 

permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan 

                                                           
40 Miles, Matthew and Michael A Huberman, Analisis Data Kualitatif. Terjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. 
Jakarta: UI Press. 1992. h.15-19. 
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berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan 

dan pengembangan teori yang signifikan. 

c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan penelitian dilakukan. Menurut Miles dan Huberman, yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh 

Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain 

dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan 

kerja), dan chart. Penyajian data dalam penelitian ini diperoleh dari komunitas 

batik keluarga Melati yang dirangkul oleh KP (koalisi perempuan) Ronggolawe 

yang bernaung di bawah LSM Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

anak. 

d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus 

mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan 

dengan mneyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat. Kesimpulan-

kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang 

yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering 

kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal. 

 

7. Sistematika Penulisan 
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Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah dapat terarah dan sesuai dengan 

apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan 

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

Bab II Merupakan landasan teori berisi tentang perempuan marjinal yang 

berisi tentang pengertian perempuan marjinal, teori pemberdayaan perempuan, 

yang meliputi; definisi pemberdayaan perempuan, tujuan pemberdayaan 

perempuan dan teori community development.  Membahas takaran 

pemberdayaan perempuan menurut Islam, yang meliputi; pemberdayaan 

perempuan dalam Islam dan pemberdayaan perempuan sebagai peningkatan 

kesejahteraan. 

Bab III merupakan data umum tentang KP Ronggolawe, meliputi latar 

belakang berdirinya, Dasar dan Tujuan Berdirinya KP Ronggolawe dan  berisi 

tentang susunan pengurus KP Ronggolawe, proses pemberdayaan perempuan. 

Membahas tentang definisi khusus pemberdayaan perempuan oleh KP 

Ronggolawe. Selain itu, pada bab ini peneliti juga membahas memaparkan data 

pengorganisasian KP Ronggolawe, strategi KP Ronggolawe dalam 

memberdayakan kelompok “Batik Melati”, pengalaman kerja KP Ronggolawe 

dan kontribusi KP Ronggolawe. Selanjutnya, peneliti memaparkan data 

Kelompok “Batik Melati”, yang meliputi Desa Karanglo Sebagai Lokasi 

Kelompok “Batik Melati”, pemberdayaan perempuan melalui kelompok “Batik 

Melati”, struktur kelompok “Batik Melati”, Hambatan KP Ronggolawe dalam 
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Memberdayakan Kelompok “Batik melati” dan “Batik Melati” Sebagai Bentuk 

Kemandirian Perempuan.  

Bab IV membahas KP Ronggolawe dalam memberdayakan perempuan 

marjinal yang meliputi; Pemberdayaan Perempuan Marjinal dalam Tinjauan 

community development Robert Chamber, yang meninjau KP Ronggolawe dari 

segi peran, strategi dan kontribusinya berdasarkan teori Chamber dan Tinjauan 

community development KP Ronggolawe Berdasarkan Teori Jim Ife, yang juga 

meninjau KP Ronggolawe dari segi peran, strategi dan kontribusi berdasarkan 

teori Ife. 

Bab V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

A. Perempuan Marjinal 

1. Pengertian Perempuan Marjinal 

Salah satu pilar yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan 

perempuan adalah melalui pendidikan alternatif yang dikembangkan 

untuk mengatasi pemiskinan perempuan, yakni sebuah proses 

pembelajaran untuk memberdayakan perempuan. Tujuannya, adalah 

mengembangkan inisiatif perempuan untuk menyejahterakan diri, 

keluarga, dan komunitasnya. Pendidikan alternatif ditempuh dalam 

kerangka peningkatan kualitas SDM, khususnya peningkatan kualitas 

pendidikan perempuan marginal di pedesaan. Perluasan dan pemerataan 

pendidikan bagi perempuan secara bertahap dan bergulir akan terus 

ditingkatkan jangkauan pelayanannya. Peran serta masyarakat dan 

pemerintah daerah untuk menggali dan meman-faatkan seluruh potensi 

masyarakat sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Salah satu 

rencana strategis untuk tingkat provinsi dan kabupaten adalah perluasan, 

pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP).41  

Secara khusus, masalah perempuan miskin di pedesaan dapat 

dipecahkan dengan pendekatan humanistik, yaitu menjunjung nilai-nilai 

kemanusiaan, menghormati potensi dan perbedaan individu atau 

kelompok yang ada. Pendekatan ini dapat mendorong perempuan 

marginal agar lebih menyadari perasaan dan pengalaman yang 

                                                           
41 Ratnawati Tahir, Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan Marginal Di Pedesaan.  Jurnal Ilmu Pendidikan, 
Jilid 17, Nomor 4, Februari 2011, h. 313-321 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33 
 

 

sebenarnya, sehingga pada akhirnya mereka dapat menjadi manusia yang 

berfungsi sepenuhnya. perhitungan ekonomis yang seringkali bersifat 

mekanis. Khusus untuk kaum perempuan, dengan kenyataan bahwa 

ketahanan mental, motivasi berprestasi, dan kemandirian yang rendah, 

maka salah satu dari deskripsi kondisi psikologis yang penting untuk 

diungkapkan adalah konsep diri. 

Pengertian konsep diri di sini adalah sebuah struktur mental yang 

merupakan suatu totalitas dari persepsi realistik, pengharapan, dan 

penilaian seseorang terhadap fisik, kemampuan kognitif, emosi, moral 

etika, keluarga, sosial, seksualitas, dan dirinya secara keseluruhan. 

Struktur tersebut terbentuk berdasarkan proses belajar tentang nilai, sikap, 

peran, dan identitas dalam hubungan interaksi simbolis antara diri dengan 

berbagai kelompok lingkungan asuh selama hidupnya. Sebagai suatu 

kesatuan, diri mempunyai komponen yang terdiri dari;42 diri nyata (actual 

self), yaitu persepsi individu tentang dirinya atau persepsi diri 

sebagaimana individu tersebut mengalaminya dan diri ideal (ideal self), 

yaitu persepsi individu tentang dirinya sebagaimana individu tersebut 

menginginkannya.   

Deskripsi mengenai konsep diri dikatakan penting untuk dapat 

meningkatkan kualitas perempuan marginal karena untuk membentuk 

sebuah pribadi lebih utuh, kuat, dan berani berjuang dibutuhkan suatu 

pendekatan yang menyentuh sampai pada inti kepribadian. Selain itu, 

biaya pendidikan yang semakin mahal, perlu dicarikan model pendidikan 

                                                           
42 Rogers, C.R. 1951. Client Centered Therapy. Boston: Houghton Mifflin Company. 
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alternatif bagi kaum perempuan. Menurut Usman43, pendidikan alternatif 

berupa diklat kecakapan hidup dapat menghasilkan tenaga terampil yang 

dapat menambah penghasilan sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. 

Aspek budaya tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu pemicu 

terjadinya marginalisasi perempuan di pedesaan. Marginalisasi 

perempuan karena budaya patriarkhi yang cukup kuat mempengaruhi 

etnik Bugis, sehingga perempuan Bugis dapat menerima marginalisasi itu 

sebagai suatu kewajaran ketika teknologi baru diadopsi. Namun, berbeda 

kenyataannya setelah perempuan mengikuti pendidikan alternatif. 

Pendidikan alternatif bagi perempuan marginal melihat budaya sebagai 

sesuatu yang dinamis dan senantiasa mengalami perubahan ke arah lebih 

baik bagi kehidupan. Pendidikan alternatif mendorong perempuan untuk 

mengembangkan budaya yang terbuka dan menghargai keberagaman. 

Perempuan marginal yang telah mengikuti pendidikan alternatif melihat 

budaya sebagai penyaring sebuah sikap dalam pengambilan keputusan 

untuk kemandirian, baik dalam mengaktualisasikan diri maupun dalam 

pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi survive ekonomi rumah 

tangga mereka. 

Upaya inisiatif pembangunan yang sistematis perlu dikembangkan 

untuk memperkuat kaum perempuan agar mereka mampu keluar dari 

proses peminggiran dan pemiskinan. Artinya, proses pengorganisasian 

masyarakat harus menyentuh kelompok-kelompok perempuan miskin. 

Perempuan marginal adalah perempuan miskin baik yang ada di 

                                                           
43 Usman, H. 2010. Model Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai Alternatif Mengurangi Angka Kemiskinan. 
Jurnal Ilmu Kependidikan, 17, (1): 7-14. 
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perkotaan maupun di pedesaan. Perempuan marginal dalam konteks 

penelitian ini adalah perempuan yang diamati pada aspek relasi gender 

dan berlangsung dalam komunitas “Batik Melati” di desa Karanglo. 

Marginalisasi perempuan di desa tersebut diantaranya yaitu; perempuan 

yang hanya menjadi IRT dari suami yang bekerja sebagai buruh pabrik 

dan juga sebagai petani.  Perempuan yang tergeser dari perannya sebagai 

istri petani kemudian mencari strategi hidup baru dengan bergabung 

dalam komunitas dengan mendapatkan penyuluhan berupa pelatihan 

untuk mempertahankan ekonomi keluarga.  

 

B. Teori Pemberdayaan Perempuan 

1. Definisi Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan strategi 

perubahan sosial secara terencana yang ditujukan untuk mengatasi 

masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam proses 

pemberdayaan, masyarakat mendapatkan pembelajaran agar dapat 

mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan finansial dan 

meningkatkan kualitas kehidupannya. Pemberdayaan dimaknai sebagai 

proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dan atau 

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki 

daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.44 Pemberdayaan 

menjadi proses masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau 

memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

                                                           
44 Teguh Sulistiyani. Kemitraan dan Model-Model Pemberdyaan. Yogyakarta: Gava Media. 2004. h.7. 
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untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan 

pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.45  

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan 

perencanaan, pengorganisasian dan pengembangan berbagai aktivitas 

program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau 

kesejahteraan sosial masyarakat serta membina kemandirian masyarakat, 

baik secara ekonomi, sosial maupun politik.46 Untuk itu, dibutuhkan 

revitalisasi konsep pembangunan yang mengedepankan partisipasi 

sebagai dasar strategi baru dalam pembangunan perdesaan. Perencanaan 

partisipatif adalah suatu proses perencanaan program pengembangan 

masyarakat yang dilakukan itu dengan melibatkan masyarakat setempat 

dan stake holder seperti tokoh masyarakat dan aparat desa. 

Konsep pemberdayaan perempuan dalam literatur pembangunan 

memiliki perspektif yang sangat luas. Pemberdayaan merupakan 

peningkatan perempuan dengan menghormati kebhinnekaan dan kearifan 

lokal.47 Pemberdayaan perempuan juga sering diartikan sebagai 

pembagian kekuasaan yang adil sehingga mendorong tumbuhnya 

kesadaran dan partisipasi perempuan yang lebih besar di semua sisi 

kehidupan.48 Konsep ini sering dihubungkan dengan gagasan memberikan 

                                                           
45 Prijono O. S. & Pranaka, A.M. W. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center for 
Strategic and International Studies. 1996. h.55. 
46 Dr. Alfitri, Community Development, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. h.38 
47 Keaarifan lokal juga dapat diartikan sebagai local wisdom yang dapat dikembangkan menjadi local 
development yaitu perkembangan lokal yang arahnya menuju kea rah perubahan. Kearifan lokal bangsa 
Indonesia merupakan kemampuan penyerapan budaya asing yang datang secara selektif yang artinya 
disesuaikan dengan suasana dan kondisi setempat. (Atmodjo. (1986) Pengertian Kearifan Lokal Dan 
Relevansinya Dalam Modernisasi Dalam Ayatrohaedi Penyunting (1986) Kepribadian Budaya Bangsa (Local 
Genius). Jakarta: Dunia Pustaka Jaya. 1986. h.47) 
48Sri Marmoah, Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba, Yogyakarta: Deepublish. 2014. h.70  
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power kepada perempuan agar mampu mengaktualisasikan diri dalam 

rangka mempertinggi eksistensi perempuan di tengah masyarakat.  

 

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan 

Konsep pemberdayaan perempuan telah memunculkan 

pemahaman baru tentang kekuasaan. Pemahaman kekuasaan yang 

berkembang dalam masyarakat hierarkis dan didominasi laki-laki yang 

didasarkan atas nilai-nilai memecah, merusak dan menekan. Proses 

pemberdayaan perempuan harus mengembangkan suatu pengertian baru 

mengenai kekuasaan dan menggunakan cara-cara demokratis dan 

membagi kekuasaan (sharing power) serta menciptakan mekanisme baru 

untuk tanggung jawab, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban 

yang baru.49 

Menurut pandangan ini, konsep pemberdayaan, memberi 

kemampuan ekonomis tidak dengan sendirinya meningkatkan posisi 

sosial perempuan. Kenyataan empiris memperlihatkan bahwa perempuan 

yang mapan dari segi pendidikan dan mempunyai pekerjaan dengan upah 

yang baik masih tetap bisa mengalami perlakuan pelecehan, bahkan 

penganiayaan oleh suami. Maka yang perlu diperjuangkan adalah 

memperbaiki keadaan maupun posisi kaum perempuan.50 

Argumentasi menarik yang diberikan mengenai implikasi terhadap 

kaum laki-laki sebagai akibat dari pemberdayaan kaum wanita adalah 

                                                           
49 Ibid h. 134 
50Srilatha Batliawala. The Meaning of Womens Empowerment: New Concepts from Action dalam Gita Sen, et 
al. Population Policies Resconsidered Health, Empowerment and Rights. Newyork: International’s Women 
Health Coalition (IWHC). 1994. h. 130. 
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bahwa pemberdayaan itu juga membebaskan dan memberdayakan laki-

laki, dalam artian material maupun psikologis. Kaum perempuan 

memperkuat dampak gerakan politik yang didominasi kaum laki-laki 

dengan energi, wawasan, kepemimpinan dan strategi baru.51 Lebih 

penting lagi, jika perempuan menjadi mitra setara, maka kaum laki-laki 

dibebaskan dari peran penindas dan pengeksploitasi, juga dari stereotype 

gender yang pada dasarnya membatasi potensi laki-laki sebagaimana juga 

perempuan untuk mengekspresi diri dan mengembangkan pribadinya. 

Ada pula dampak terhadap keluarga: akses kaum perempuan 

kepada sumber material dan pengetahuan secara langsung bermanfaat 

bagi laki-laki dan anak-anak dalam keluarganya, karena memperluas 

cakrawalanya terhadap gagasan-gagasan baru dan kualitas kehidupan 

yang lebih baik. Keadaan yang demikian, memperkuat kemampuan 

ketahanan keluarga secara keseluruhan terhadap gangguan atas nilai-nilai 

maupun norma-norma yang dianggap baik dan bermanfaat bagi semua 

anggotanya. 

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menantang 

ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki dan perempuan, mengubah 

struktur dan pranata yang memperkuat dan melestarikan diskriminasi 

gender dan ketidaksamaan sosial (termasuk keluarga, kasta, kelas, agama, 

proses dan pranata pendidikan, media, praktek, dan sistem kesehatan, 

perundangan dan peraturan, proses politik, model-model pembangunan, 

dan pranata pemerintahan) memberi kemungkinan bagi perempuan 

                                                           
51Program Studi Kajian Wanita. Perempuan dan Pemberdayaan. Jakarta: Penerbit  Obor. 1997. h. 10 
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miskin untuk memperoleh akses kepada dan penguasaan terhadap 

sumber-sumber material maupun informasi.52 

Pemberdayaan yang merupakan suatu upaya dan proses 

bagaimana agar berfungsi sebagai power dalam pencapaian tujuan yaitu 

pengembangan diri. Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup 

enam hal berikut:53 

a. Learning by doing. Pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar 

dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus, serta dampaknya 

dapat terlihat. 

b. Problem Solving. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya 

pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara mandiri. 

c. Self evaluation. Pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang 

atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri. 

d. Self development and coordination. Mendorong agar mampu 

melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi 

dengan pihak lain secara lebih luas. 

e. Self selection. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan 

dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah ke depan. 

f. Self decisim. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki 

kepercayaan diri dalam memutuskan sesuatu secara mandiri. 

Pemberdayaan pada perempuan merupakan proses pembebasan 

diri dari perbudakan sehingga perempuan memiliki kesempatan yang 

sama dengan makhluk lain dalam hal mengakses pendidikan, kesehatan, 

                                                           
52 Program Studi Kajian Wanita. Perempuan dan Pemberdayaan. Jakarta: Penerbit  Obor. 1997. h. 10 
53 Ibid. h. 23 
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ekonomi dan perlindungan dari segala macam unsur kekerasan.54 Tujuan 

diadakannya pemberdayaan perempuan adalah untuk:  

1. Melahirkan perempaun perempuan yang cerdas dalam berbagai sektor 

kehidupan. 

2. Mencerdaskan perempuan Indonesia.  

3. Menjadikan perempuan sebagai laboratorium hidup yang multitalenta 

dalam mengaplikasikan kehidupan ini.  

4. Memandirikan perempuan secara moril dan materil agar mampu 

berbagi peran dengan laki laki sebagai partner kehidupannya.  

5. Memberikan pemahaman akan peran dan fungsi perempuan di ruang 

domestik dan publik.  

Sedangkan menurut Menurut Nugroho tujuan program 

pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut55: 

a) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri 

dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak 

sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.  

b) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, 

untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap 

pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan 

monitoring dan evaluasi kegiatan. 

c) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha 

skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk 

                                                           
54 Wawancara dengan Nunuk Fauziah (Direktur KP Ronggolawe) 27 Januari 2020 
55 Riant Nugroho,  Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 2008. h.123 
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menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk 

membuka peluang kerja produktif dan mandiri.  

d) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal 

sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara 

aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya. 

 

3. Teori Community Development  

Dalam perkembangannya, istilah pemberdayaan telah menjadi 

wacana publik dan bahkan seringkali dijadikan kata kunci bagi kemajuan 

dan keberhasilan pembangunan masyarakat. Paradigma pemberdayaan 

adalah paradigma pembangunan manusia, yaitu pembangunan yang 

berpusat pada rakyat merupakan proses pembangunan yang mendorong 

prakarsa masyarakat berakar dari bawah.56 Upaya yang dilakukan 

diarahkan pada akar persoalan yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. 

Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan 

kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan 

potensinya dan memberdayakannya. 

Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan 

nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah 

budaya. Salah satu tokoh Community development adalah Robert 

Chambers. Robert Chambers (dalam Kartasasmita, 1997: 10) berpendapat 

bahwa community development merupakan sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan 

                                                           
56 Alfitri, Community Development: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011. h.21 
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paradigma baru pembangunan, yakni bersifat people centered, 

participatory, empowering and sustainable.57 Konsep ini lebih luas dari 

hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan 

mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net) 

yang pemikirannya banyak dikembangkan sebagai upaya mencari 

alternatif terhadap konsep pertumbuhan pada masa lalu.  

Pemberdayaan berasal dari Bahasa inggris empowerment58, yang 

secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti 

pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah 

atau tidak beruntung. Maka pemberdayaan bisa diberi batasan luas 

sebagai penguasaan atas asset material, sumber-sumber intelektual dan 

ideologi. Aset material mencakup asset fisik, manusiawi atau finansial, 

seperti tanah, air, hutan, tubuh manusia dan pekerjaan, uang dan akses 

kepada uang. Sumber-sumber intelektual mencakup pengetahuan, 

informasi dan gagasan (ide). Penguasaan atas ideologi berarti kemampuan 

untuk mengembangkan, menyebarkan, mempertahankan dan 

mempranatakan perangkat tertentu dari kepercayaan, nilai, sikap dan 

perilaku, sehingga dapat menentukan bagaimana persepsi manusia, dan 

berfungsinya dalam lingkungan sosial, ekonomi dan politik tertentu. 

Dengan demikian, kekuasaan berada pada mereka yang menguasai atau 

dapat mempengaruhi distribusi sumber-sumber material, pengetahuan dan 

                                                           
57 Ibid. h.22 
58 “Empowerment aims to increase the power of dis-advantaged”, Jim Ife 
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ideologi yang mengatur hubungan-hubungan sosial dalam kehidupan 

publik maupun pribadi.59 

Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah 

proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah 

kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat 

mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan 

suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali 

kekuatan dalam komunitas. Ada juga yang memahami pemberdayaan 

secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan 

memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar 

umum dan pemeliharaan kesehatan, bersama dengan perencanaan yang 

cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki 

distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses terhadap 

modal).60 

Selain Robert Chambers, tokoh community development lainnya 

adalah Jim Ife. Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, 

yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkankan 

kekuasaan atau penguasaan klien atas:61 

a. Pilihan personal dan kesempatan hidup; kemampuan dalam membuat 

keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerja. 

                                                           
59 Srilatha Batliawala. The Meaning of Womens Empowerment: New Concepts from Action dalam Gita Sen, et 
al. Population Policies Resconsidered Health, Empowerment and Rights. Newyork: International’s Women 
Health Coalition (IWHC). 1994. h. 129. 
60 Pusat penelitian dan pengembangan. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 
Informasi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 
61 Alfitri, Community Development: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2011. h.21 
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b. Pendefinisian kebutuhan; kemampuan menentukan kebutuhan selaras 

dengan aspirasi dan keinginannya. 

c. Lembaga; kemampuan menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, 

pendidikan dan kesehatan. 

d. Ide atau gagasan; kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.  

e. Sumber; kemampuan memobilisasi sumber formal, informal dan 

masyarakat. 

f. Akivitas ekonomi; kemampuan emanfaatkan dan mengelola 

mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa. 

g. Reproduksi; kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, 

perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 

Dalam diskursus komunitas, pelaku perubahan memainkan peran 

sebagai community worker62. Sebagai community worker terdapat 4 peran 

dan ketrampilan utama yang akan mengarah pada teknik dan ketrampilan 

tertentu yang harus dimilliki seorang community worker. Keempat peran 

dan ketrampilan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Peran dan ketrampilan fasilitatif. 

2) Peran dan ketrampilan edukasional. 

3) Peran dan ketrampilan perwakilan, dan 

4) Peran dan ketrampilan teknis. 

                                                           
62 Jim Ife, Coomunity Development: Community Base Alternatives in an Age of Globalization. Australia: 
Pearson Education Australia Pty. Ltd. 2002. h. 53. 
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Paradigma yang mengemuka sebagai isu sentral community 

development merupakan reaksi atas kenyataan munculnya kesenjangan 

yang belum tuntas terpecahkan terutama antar masyarakat di pedesaan, 

kawasan terpencil dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi secara 

nasional terus mengalami peningkatan. Kemudian bentuk tujuan dari 

community development adalah keadilan sosial dengan memberikan 

ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik 

dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui 

pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. 

Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang, 

agar mereka lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan 

sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Berdasarkan 

pengertian pemberdayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 

terwujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar negara, kelas, 

kasta, ras, gender atau individu. 

Berdasarkan pemaparan kedua tokoh di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa, community development yang dikemukakan oleh 

Robert Chambers lebih menekankan pada antisipasi atau langkah untuk 

mencegah kemiskinan yang berkelanjutan melalui suatu program yang 

fokus pada pembangunan ekonomi, sehingga pemberdayaan masyarakat 

dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan 

community development menurut Jim Ife menitikberatkan proses 

pemberdayaan yang fokus pada pemilik kuasa atas program 

pemberdayaan dan kelompok lemah, sasaran atau obyek pemberdayaan. 
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Dengan kata lain, community development Jim Ife lebih sesuai dengan 

pendekatan community with development dimana pemilik modal dan 

masyarakat beserta LSM Bersama-sama merumuskan program 

pemberdayaan. 

 

C. Takaran Pemberdayaan Menurut Islam 

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Islam 

Dalam realitas gerak alam, kita bisa menyaksikan betapa proton 

positif dan elektron negatif pada atom berbeda watak dan reaksinya, 

namun justru perbedaan ini yang menjadi penyebab timbulnya daya saling 

menarik dan saling menguatkan. Jika tidak demikian, tentu molekul-

molekul atom akan terlepas dari susunannya dan berdiri sendiri-sendiri. 

Pada dunia tumbuhan pun kita layak untuk tunduk kepada Allah SWT 

betapa Dia menciptakannya dengan kondisi berpasang-pasangan pula. 

Demikian juga halnya pada binatang. Ada yang jantan dan betina, yang 

kedua jenis ini memiliki perbedaan bentuk dan struktur tubuh fenomena 

yang muncul adalah bahwa jantan tidaklah tertarik dengan sesama jantan 

atau betina tertarik dengan sesama betina. Dalam kaitannya dengan 

kehidupan manusia pun Allah, Sang Pencipta berfirman: 

هَا  فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَـْ نَكُمْ وَمِنْ آʮَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْـ وَجَعَلَ بَـيـْ

لِكَ لآʮََتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ  ۚ◌ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً   إِنَّ فيِ ذَٰ
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“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”63 

Perempuan dalam Islam secara kemanusiaan mempunyai 

kedudukan yang sama dengan laki-laki, yang membedakan keduanya 

hanyalah iman dan taqwanya semata. Realitas kehidupan Muslim dalam 

berbagai dimensi lebih diarahkan bahwa semua insan dapat memperoleh 

kesejahteraan dan keadilan tanpa memandang suku, bangsa, warna kulit, 

bentuk tubuh dan jenis kelamin.64 Hal tersebut sesuai dengan firman 

Allah SWT: 

كُمْ شُعُوʪً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارفَُو إِنَّ  ۚ◌  ۟◌ ا◌ٓ ϩيَُّـهَا ٱلنَّاسُ إʭَِّ خَلَقْنَٰكُم مِّن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَٰ

 إِنَّ ٱɍََّ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ۚ◌ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱɍَِّ أَتـْقَىٰكُمْ 

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".65 

                                                           
63 QS. Ar Rum:21 
64 Program Studi Kajian Wanita. Perempuan dan Pemberdayaan. Jakarta: Penerbit  Obor. 1997. h. 81. 
65 QS Al-Hujurat:13 
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Kesetaraan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah SWT dalam 

hal spiritual tidak serta merta terjadi dalam kehidupan sosial di hadapan 

sesame manusia, baik dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam negara. 

Dalil tersebut juga menguatkan persepsi gender tentang bagaimana 

perempuan dan lai-laki seharusnya bertingkah laku, serta peranan kultural 

mereka.  

Perempuan sebagaimana laki-laki adalah sama sebagai khalifah 

Tuhan di muka bumi untuk bersama-sama memakmurkan bumi ini 

bersama seisinya dan mendapatkan kehidupan yang berkualitas lahi batin 

sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing. Islam 

tetap memberi peluang bagi perempuan untuk bekerja mencari nafkah 

karena adanya perkembangan zaman yang mempengaruhi pola kehidupan 

yang menyebabkan manusia didesak oleh berbagai kebutuhan baru yang 

tadinya merupakan kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Para 

ulama’ merumuskan bahwa, perempuan dapat melakukan pekerjaan 

apapun selama ia membutuhkan pekerjaan tersebut atau ia dibutuhkan 

oleh pekerjaan tersebut.66 

Perempuan dalam takaran Islam tidak terikat oleh aturan yang 

melarangnya untuk bekerja termasuk mencari nafkah, sekalipun 

kehidupannya ditanggung sepenuhnya oleh suaminya. Dengan 

mempunyai harta, perempuan mempunyai keleluasaan dalam bidang 

ekonomi terutama dalam pemenuhan hidup dan peningkatan 

kesejahteraannya. Meski demikian, perempuan tidak lantas melupakan 

pekerjaan dan kewajibannya sebagai seorang perempuan. Ia 

                                                           
66 Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Bandung: Penerbit Mizan. 1992. h.284 
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diperbolehkan bekerja di luar rumah dengan catatan tetap menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak mengesampingkan tugas-

tugas domestiknya. 

 

2. Pemberdayaan Perempuan Sebagai Peningkatan Kesejahteraan 

Menurut Mosher, kegiatan pemberdayaan dapat mempunyai 

tujuan: a. Pertumbuhan sektor pertanian, b. Integrasi nasional, yaitu 

membawa seluruh penduduk suatu negara ke dalam pola utama kehidupan 

yang sesuai, c. Keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu di 

bagi-bagi kepada seluruh penduduk.67 

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan 

ekonomi adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi 

guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok 

demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam 

merealisasikan pengembangan ekonomi masyakat adalah dengan cara 

memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, 

pengetahuan dalam mengelola aset yang ada di dalam masyarakat agar 

tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi. 

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil 

apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat 

sasaran yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa 

                                                           
67 Andriani Sari,”Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan 
Kabupaten Serdang Bedagai”,Repository Universitas Sumatera Utara,2017, hal.16, diakses pada tanggal 12 
Februari 2020 
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macam strategi yang digunakan dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat, antara lain:68 

1. Direct Contact (bertatap muka langsung dengan sasaran. Metode ini 

adalah dengan menyampaikan ide khusus dan berfikir untuk memecahkan 

masalah.Metode ini dipandang dapat merangsang minat masyarakat 

terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan 

menjadikan mereka berfikir bahwa hal ini amat baik kalu mereka sendiri 

yang memikirkan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi.  

2. Demonstrasi Hasil yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka 

kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan 

akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara lama yang mereka 

kuasai. 

3. Demonstrasi proses adalah memperlihatkan kepada orang lain 

bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang 

atau mengajari mereka menggunakam sesuatu alat baru.  

4. Paksaan Sosial adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu 

menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan 

tindakan sesuai dengan yang dikehendaki. 

 

 

                                                           
68 Supriyati Istiqamah, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 
2008), h.45 
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BAB III 

KOALISI PEREMPUAN RONGGOLAWE 

A. Sekilas Tentang Koalisi Perempuan Ronggolawe 

1. Latar Belakang Berdirinya  

Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) berdiri pada 14 Februari 2004 oleh 

Nunuk fauziyah yang berasal dari Lamongan. Tapi ide pendiriannya sudah ada 

sejak tahun 2002. Nunuk mendirikan LSM tersebut bersama beberapa teman 

sepergerakan, seperti Emy Nur Hidayati, Bulqoisus, Ira Lidyaningsih, Sulamul 

Hadi serta Muhaerly. Saat itu mereka menganggap amat perlu mendirikan 

lembaga ini karena semua isu atau masalah perempan tidak bisa terakomodir 

dengan baik dan mandek begitu saja. Misalnya, tidak adanya perwakilan 

perempuan di tempat-tempat pengambil kebijakan, mulai dari pemerintah desa, 

kecamatan sampai kabupaten dan dewan. Termasuk di organisasi pun saat itu 

belum ada direktur perempuan. Pada saat deklarasi pendirian, Nunuk dan teman-

temannya mengundang berbagai pihak termasuk perwakilan partai. 

Beberapa elemen aktifis perempuan dari gerakan mahasiswa di Kabupaten 

Tuban yang melihat realitas di Kabupaten Tuban telah terjadi kesenjangan peran 

dan fungsi terhadap kelompok perempuan. Beberapa data yang bersifat kasuistik 

menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan disektor ekonomi tingkat desa terhambat, perlakuan terhadap 

perempuan dan anak yang tidak adil dalam ranah hukum, kemandulan fungsi 

kontrol, keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik hampir tidak ada dan 

stereotipe yang mengkoncowingkingkan perempuan sangat mengakar di 
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masyarakat. Maka pada tanggal 14 Februari tahun 2004 dengan penuh 

pertimbangan dan harapan akhirnya Koalisi Perempuan Ronggolawe di 

deklarasikan. Koalisi Perempuan Ronggolawe merupakan yayasan independen, 

non partisan non profit. 

KP Ronggolawe berdiri berdasarkan akte notaris Nomor 09 tahun 2015 

(perubahan dari tahun 2005) oleh Miqdarulridho, SH. Dan telah terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor 

AHU-0032628.AH.01.04.Tahun 2015. Koalisi Perempuan Ronggloawe yang 

memiliki komitmen melakukan advokasi kebijakan publik, pendampingan korban 

kekerasan perempuan dan anak, pendidikan alternatif berbasis gender supaya 

memperoleh hak dasar pendidikan dan mendorong kemandirian perempuan 

diwilayah pedesaan, pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian dan 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta penyuluhan dan bantuan 

hukum bagi masyrakat marginal.  

Pada tahun 2011 KP Ronggolawe Tuban bersama PT SG menggelar 

pelatihan dan pemberdayaan terhadap perempuan di sekitar pabrik SG di Tuban. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah program pemberdayaan yang 

berkelanjutan. Entah apa yang melatar belakanginya hingga program CSR yang 

dilakukan PT Semen Gresik  Tbk (PT SG) terhadap perempuan dari sejumlah desa 

Ring I pabrik PT SG di Tuban berhenti di tengah jalan. 

Paling tidak hal itu ditemukan dari program pelatihan yang dilakukan PT 

SG yang bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR)  Tuban 

yang disentralkan di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten 

Tuban.  Program yang harusnya berkesinambungan ini, harus terhenti karena tidak 
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ditindaklanjuti. Dalam program pemberdayaan itu sendiri, KP Ronggolawe 

membuat program ketrampilan untuk penyiapan ekonomi produktif, manajemen 

dan  pemberdayaan perempuan dan HAM. CSR merupakan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawab perusahaan dengan target menyiapkan warga agar 

mandiri. Tidak lagi berorientasi pada tuntutan dipekerjakan di perusahaan, dengan 

modal pendidikan dan keahlian pas-pasan. Apalagi tidak semua warga bisa 

direkrut di pabrik semen PT SG dikarenakan BUMN  memiliki standar karyawan 

struktural sesuai mazhab profesional. Pemahaman yang keliru apabila perusahaan 

tidak mengawal warga hingga memiliki ketrampilan. Bahkan, patut pula 

perusahaan memberikan bantuan permodalan ketika mereka telah siap meniti 

profesi dalam bidang sesuai kehendak dan bakat, sekaligus sesuai dengan potensi 

alam yang dimilikinya. Disitulah pentingnya peran organisasi di 

luar corporate yang ahli dibidangnya, seperti KPR Tuban. Kaum perempuan desa 

ring I pabrik PT SG di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek,  Tuban, sejak pabrik 

berdiri belum pernah mendapatkan program CSR yang berkesinambungan secara 

utuh. Jika KP Ronggolawe telah memulai program pemberdayaan yang 

berkesinambungan, tentunya  sangat disayangkan  jika tidak diteruskan sampai 

tuntas. Apalagi pada tahap awal ini hanya diikuti 20 perempuan dari desa-desa 

ring I. Sehingga daya cakupnya pun sangat jauh dari harapan.  

 

2. Dasar dan Tujuan Berdirinya 

  Pendidikan setidaknya dapat memberi ruang bagi sosial pendidikan yang 

secara kritis mempertanyakan struktur ekonomi, politik, perangkap sosial, gender, 

serta hak asasi manusia. Ketika pendidikan dinggap sebagai suatu pondasi yang 
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sangat subtansial dalam segala aspek kehidupan, maka pendidikan dapat 

memainkan peran yang penting untuk sebuah perubahan atau transformasi sosial 

politik menuju ke suatu sosial yang lebih demokratis dan adil. Sebaliknya 

pendidikan juga terkadang dapat dan sering digunakan sebaga alat untuk 

melegitmasi sosial dan struktur politik yang ada. Satu hal yang membuat hal miris 

adalah bila melihat kenyataan kelas ekonomi rendah yang tidak bisa melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi padahal mereka mempunyai kemampuan 

dan prestasi yang cukup. Pada dasarnya mereka juga berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak dan mereka merupakan generasi bangsa ke depan untuk 

membawa bangsa lebih maju. Memperhatikan hal ini, maka peran dari LSM sangat 

diperlukan sebagai satu elemen masyarakat yang memberikan proses penyadaran 

dalam dalam upaya pemberdayaan masyarakat.  

  Berbicara mengenai dasar dan tujuan berdirinya KPR (Koalisi Perempuan 

Ronggolawe) adalah membicarakan tentang visi misi dari organisasi tersebut. 

Sebagai LSM di bidang sosial dan kesetaraan gender, KP Ronggolawe memiliki 

visi terbangunnya kesamaan peran gender dalam mendapatkan Hak serta akses 

ekonomi, sosial, politik, HAM dan budaya secara adil serta mengangkat martabat 

perempuan. Selain itu, KP Ronggolawe memiliki misi dalam memberikan 

pemberdayaan, utamanya kepada perempuan. Diantara misi KP Ronggolawe 

adalah sebagai berikut: 

a. Melibatkan perempuan dalam tiap-tiap kebijakan publik. 

b. Mengembangkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia 

khususnya perempuan melalui pelatihan, pendampingan, seminar dan 

kampanye. 
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c. Mewujudkan pendidikan non formal sebagai pintu masuk untuk 

mencerdaskan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan kesetaraan 

gender. 

d. Advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan anak dan 

perempuan secara terpadu. 

   Berdasarkan pemaparan visi dan misi KP Ronggolawe tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa hadirnya KP Ronggolawe di tengah-tengah masyarakat 

dapat membantu perempuan lebih berdaya dan memiliki kesetaraan dengan laki-

laki, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang mandiri sebagai capaian 

kesejahteraan dan meredakan konflik bias gender. Konsep tujuan pemberdayaan 

perempuan ini, dilakukan melalui beberapa gerakan seperti penyuluhan, 

pendampingan dan pelatihan pemberdayaan dalam komunitas. Sedangkan tujuan 

didirikannya KP Ronggolawe adalah sebagai berikut: 

a. Berperan mengembangkan berbagai pendidikan non formal, 

pemberdayaan sosial ekonomi guna meningkatkan SDM dan pendapatan 

keluarga marginal serta membangun jaringan. 

b. Menjadikan masyarakat khususnya perempuan peka terhadap kondisi 

sosial yang bersinergi dengan isu politik, budaya, perlindungan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, HAM, dan pendidikan. 

c. Berperan menjadi lembaga kemitraan dalam upaya pengembangan usaha 

produktif serta demokratisasi ekonomi berkelanjutan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, KP Ronggolawe perlu melakuan 

beberapa langkah pelatihan dan pendampingan berkelanjutan guna menciptakan 

dan mengembangkan usaha mikro/makro dengan melestarikan Sumber Daya 
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Alam sebagai alat pintu masuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain itu, KP 

Ronggolawe juga melakukan pendidikan life skill yang merupakan pendidikan 

kepada masyarakat yang berorientasi kepada kemampuan ketrampilan warga 

dalam mengelola Sumber Daya Alam sehingga mampu menjadikan hasil yang 

ekonomis. 

 

3. Susunan Pengurus KP Ronggolawe 

Berikut susunan kepengurusan KP Ronggolawe Tuban: 

STRUKTUR KEPENGURUSAN 

KOALISI PEREMPUAN RONGGOLAWE 

PERIODE 2018-2020 

 

A.  

B.  

C.  

D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Pendiri  

1. Sullamul Hadi, S.Ag, SH 
2. Nunuk Fauziyah, MM 

 

Direktur 

Nunuk Fauziyah, MM 

Bendahara 

Suwarti, S.Pd 

Sekretaris 

Imanul Isthofaina, S.Pd 
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4. Proses Pemberdayaan Perempuan 

Terdapat nilai-nilai kunci yang menjadi dasar teori, tujuan, tugas, proses 

dan praktik pengembangan masyarakat. Sebagai awal proses pengembangan 

masyarakat perlu adanya pendekatan yang mendasarkan pada kebutuhan yang 

nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan 

masyarakat yang mungkin untuk diterapkan oleh KP Ronggolawe pada kelompok 

“Batik Melati” sesuai pendapat Ife,69 adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan terpadu (integrated development).   Pengembangan sosial, 

ekonomi, budaya, lingkungan, dan spiritual merupakan aspek terpenting dalam 

kehidupan masyarakat. Melalui tahapan ini, KP Ronggolawe fokus 

memberdayakan perempuan pada kelompok “Batik Melati” yang berkonsentrasi 

pada aspek ekonomi, yang dimungkinkan juga untuk mendoorng kegiatan 

tercapainya aspek budaya.  

b. Melawan kerugian struktural (confronting structural disadvantage).  Struktur 

kelas, gender, dan keragaman etnik sering menjadi kendala dalam pengembangan 

masyarakat. Setiap hambatan struktural seperti diskriminasi yang berbasis 

ras/etnik, agama, gender dsb harus diperhitungkan. Dengan demikian upaya 

                                                           
69 Jim Ife, Community Development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice. Australia: 
Longman. 

Devisi Pengembangan 
Ekonomi 

1. Fitria Stiyo Utami, 
SP.d 

2. Dede Lihayati 

Devisi Penyuluhan dan 
Bantuan Hukum 

1. Vira Meyrawati R, SH 
2. Khatitah Tri B, SH 
3. Malik Mahardika, 

SH.M.Hum 
4. Nihrul Bahi Kadir, SH, 

M.H 
5. Moch. Yusuf Bachtiyar, 

S.H.I 
6. Kholifatul Abidin, SH. 

Devisi Pendidikan 

1. Intan Nur Abidah 
2. Ratna Sari 

Devisi Advokasi 

1. Imanul Isthofaina, S.Pd 
2. Nurul Aini 
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pengembangan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe harus selalu dijaga agar 

tidak memperkokoh atau menciptakan hambatan-hambatan struktural tersebut. 

Sebaliknya harus selalu diupayakan segala cara yang mungkin dan cocok 

dilakukan untuk mengurangi atau meniadakannya. 

c. Hak asasi manusia (human rights).  Pemahaman dan komitmen terhadap hak 

asasi manusia meruapakn prinsip yang penting dalam pengembangan masyarakat. 

Struktur upaya pengembangan komunitas harus dirancang dengan sangat 

mempertimbangkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. 

d. Keberlanjutan (sustainability).  Prinsip keberlanjutan merupakan salah satu 

komponen penting dalam pendekatan ekologis. Keberlanjutan menuntut agar 

penggunaan segala jenis sumberdaya tak terbarukan seminimal mungkin. Prinsip 

ini mengandung implikasi praktis terhadap penggunaan lahan, gaya hidup, 

perlindungan sumber daya alam dan sebagainya. Dalam program pendampingan 

yang dilakukan oleh KP Ronggolawe terhadap kelompok “Batik Melati”, adalah 

melalui pelatihan kelompok. Setelah anggota kelompok dirasa sudah memiliki 

kompetensi membatik yang baik dan benar, maka anggota diperbolehkan untuk 

berdiri secara mandiri. 

e. Pemberdayaan (empowerment).  Pemberdayaan mempunyai makna dalam 

menyediakan sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keahlian masyarakat untuk 

meningkatkan kapasitas atau kemampuannya. Pemberdayaan oleh KP 

Ronggolawe bermakna upaya memberdayakan perempuan desa dengan 

ketrampilan membatik pada kelompok “Bati Melati” untuk menjadi perempuan 

yang berdaya dan mandiri. 
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f. Personal dan politik (the personal and the political).  Kaitan antara person dan 

politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu publik merupakan unsur 

pokok dalam pengembangan masyarakat. Tanpa peningkatan pemahaman 

komunitas tentang hubungan antara pribadi dengan politik dan sebaliknya, maka 

upaya pengembangan komunitas mustahil berhasil. 

g. Kepemilikan masyarakat (community ownership).  Kepemilikan mencakup 

kepemilikan atas barang dan kepemilikan atas struktur dan proses. Bahwa setiap 

anggota yang bergabung dengan kelompok “Batik Melati” adalah satu kesatuan 

yang berkembang bersama untuk menjadi perempuan yang berdaya. 

h. Kepercayaan diri (self reliance).  Masyarakat harus mencari pemanfaatan 

sumberdaya yang dimilikinya, jangan lebih tergantung pada dukungan dari luar 

yang berupa bantuan finansial, teknis, maupun sumberdaya lain. Setiap anggota 

kelompok “Batik Melati” harus memiliki self reliance guna upgrading self melalui 

komunitas. 

i. Kemandirian (independence from the state).  Bantuan pemerintah dalam 

pembangunan masyarakat sudah berjalan cukup lama. Melalui KP Ronggolawe, 

kelompok “Batik Melati” mendapatkan bantuan dana CSR dari PT. Semen 

Indonesia yang dikelola untuk kegiatan pemberdayaan kelompok batik. 

j. Tujuan jangka menengah dan visi yang jelas (immediate goals and ultimate 

visions). Tujuan dari KP Ronggolawe adalah Terbangunnya kesamaan peran 

gender dalam mendapatkan Hak serta akses ekonomi, sosial, politik, HAM dan 

budaya secara adil serta mengangkat martabat perempuan. Sedangkan tujuan dari 
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kelompok “Batik Melati” adalah menjadikan perempuan lebih mandiri dan 

berdaya melalui pelatihan dan kegiatan membatik. 

k. Pengembangan organik (organic development).  Pemikiran pengembangan 

organik sering dipertentangkan dengan pengembangan mekanistik, pengembangan 

mekanistik ibarat sebuah mesin, sedangkan pengembangan organik ibarat sebuah 

tanaman. Kelompok “Batik Melati” memiliki kapasitas terpasang internal 

(inheren) untuk mengembangkan potensinya sendiri, dan karena itu upaya 

pengembangan kelompok lebih pada menyediakan kondisi yang tepat yang 

memungkinkan pengembangan pengembangan potensi tersebut dapat berlangsung 

dengan baik. 

l. Pengembangan bertahap (the pace of development).  Sebagai konsekuensi 

alamiah dalam pengembangan organik adalah perlunya penetapan langkah dalam 

mengadakan pengembangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 

dalam kelompok “Batik Melati” adalah terstruktur dan bertahap. Tahapan di 

dalam komunitas sendiri diatur dalam AD/ART kelompok. 

m. Keahlian eksternal (external expertise).  Proses atau struktur yang datang dari 

luar dalam pengembangan masyarakat jarang bekerja secara baik. Pemberdayaan 

perempuan dalam kelompok “Batik Melati” disupport oleh para stake holder desa 

dan pendamping (KP Ronggolawe). 

n. Pembangunan komunitas (community building).  Semua pengembangan 

masyarakat harus bertujuan membangun komunitasnya.  

o. Proses dan hasil (process and outcome).  Penekanan dalam proses dan hasil 

menjadi isu penting dalam pekerjaan masyarakat. Anggota kelompok 
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pemberdayaan akan lebih tertarik dengan hasil yang akan diperoleh. Membatik 

memiliki proses yang lama dan memakan banyak waktu dalam prosesnya. Dari 

ketelitian dan ketekunan para anggota kelompok, mereka akan memahami bahwa 

hasil dari pekerjaan mereka bukan hanya berkaitan dengan finansial tetapi juga 

menjaga batik sebagai warisan budaya. 

p. Keutuhan (keterpaduan) proses (the integrity of process).  Proses yang 

digunakan dalam pengembangan masyarakat sama pentingnya dengan hasil.  

q. Tanpa kekerasan (non violence).  Dalam konteks ini, tanpa kekerasan 

mempunyai implikasi lebih dari sekedar tanpa kekerasan fisik diantara penduduk.  

r. Inklusif (inclusiveness).  Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip tanpa 

kekerasan. Upaya membangun dialog harus tetap diutamakan dalam berbagai 

situasi untuk mengembangkan saling pengertian. Berusaha memahami cara 

pandang pihak lain terhadap suatu persoalan sangat penting. 

s. Konsensus (Mufakat).   Prinsip tanpa kekerasan, dan inklusifness harus 

dibangun dalam kerangka pembentukan konsensus, dan konsensus dalam 

pengambilan keputusan harus diterapkan sebisa mungkin. Mufakat juga tidak 

dapat dipahami sekedar kompromi sederhana yang dapat mengakibatkan 

ketidakpuasan sebagian besar orang. Selain karena mufakat memerlukan proses 

yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan teknik pengambilan keputusan 

yang lain harus pula dicamkan bahwa mufakat bulat hanyalah ilusi yang tidak 

pernah terwujud. 

t. Kerjasama (co-operation).   Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa 

kekerasan menekankan kebutuhan struktur kerjasama dibanding struktur 
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persaingan. Hal ini sangat beralasan karena persaingan sangat erat kaitannya 

dengan hasrat untuk melampaui, memasang perintang, melakukan serangan dan 

mendominasi pihak lain. Karena itu lebih baik berusaha menghapuskan gagasan 

persaingan yang sehat dan mengembangkan pemahaman dan strategi persilangan 

(kerjasama). Apapun bentuknya, persaingan selalu mengarah pada situasi 

menang/kalah (win/loose), tetapi persilangan (kerjasama) selalu lebih mengarah 

pada situasi menang/menang (win/win). 

u. Partisipasi (participation).  Pengembangan masyarakat bertujuan tercapainya 

partisipasi yang maksimal, yakni melibatkan semua anggota masyarakat dalam 

semua kegiatan dan semua proses yang terjadi dalam masyarakat. Pengembangan 

komunitas haruslah selalu berupaya menyediakan kemungkinan terluas bagi 

kegiatan yang memerlukan partisipasi banyak orang dan memberikan pengakuan 

terhadap setiap sumbangan dan kesetaraan bagi setiap orang untuk terlibat. Dalam 

konteks ini  lagi-lagi hendaknya setiap pekerja pengembangan komunitas 

memahami makna partisipasi secara lebih komprehensif. 

v. Pembatasan (perumusan) kebutuhan  (defining need).  Pertama, 

pengembangan masyarakat harus mampu menemukan kesepakatan diantara 

berbagai variasi kebutuhan masyarakat. Komunitas dimungkinkan mendefinisikan 

dan menyatakan kebutuhan yang mereka rasakan. 

Berdasarkan prinsip pemberdayaan diatas, maka perlu adanya tahapan 

yang seharusnya dilalui dalam pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat 
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dapat dilakukan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu; Pemungkinan, Penguatan, 

Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.70 

1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan 

potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekat kultural dan structural 

yang menghambat. 

2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. 

Pemberdayaan harus mampu menumbuhkankembangkan segenap 

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar 

tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah 

dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. 

4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Pemberdayaan 

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam 

keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

                                                           
70 Suharto, Edi. Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial; Spektrum Pemikiran. Bandung: 
Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. 1997. h.218-219 
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keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh 

kesempatan berusaha. 

Dari berbagai uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemberdayaan (empowerment) merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai 

bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan. 

Pemberdayaan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa 

yang diperoleh perempuan membuat kesempatan laki-laki jadi berkurang, 

melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan 

perempuan untuk meningkatkan kemandirian (self reliance) dan kekuatan dirinya 

(internal strength).71 

 

B. Pemberdayaan Perempuan  oleh KP Ronggolawe 

1. Definisi Khusus Pemberdayaan Perempuan 

Sedangkan definisi pemberdayaan perempuan menurut KP Ronggolawe 

adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan, itulah kemudian yang diartikan 

bahwa pemberdayaan perempuan merupakan alat startegis untuk memunculkan 

atau mendorong partisipasi/emansipasi perempuan, sebagai alat perubahan dan 

kemandirian bagi perempuan. sama halnya yang dicita-citakan RA Kartini.  

KPR (Komunitas Perempuan Ronggolawe) adalah lembaga independen, 

non partisan non profit yang konsentrasi di pendidikan alternatif dan 

pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak. Selain itu, KP Ronggolawe 

merupakan lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat, 

perlindungan perempuan dan anak, advokasi kebijakan publik, konsultasi & 

                                                           
71 Jurnal Karsa, Vol. 19 No 2 Tahun 2012 
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bantuan hukum dan entrepreneur. Berikut beberapa lingkup program KP 

Ronggolawe:72 

1) Pendampingan/Advokasi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak 

2) Pendampingan/advokasi kebijakan publik 

3) Pendidikan life skill 

4) Pendidikan alternatif/non formal 

5) Pendampingan masyarakat (kaum marginal) 

6) Penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi masyarakat marginal  

Koalisi Perempuan Ronggloawe memiliki komitmen melakukan advokasi 

kebijakan publik, pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, 

pendidikan alternatif berbasis gender supaya memperoleh hak dasar pendidikan 

dan mendorong kemandirian perempuan di wilayah pedesaan, pemberdayaan 

masyarakat untuk mendorong kemandirian dan mengembangkan pertumbuhan 

ekonomi pedesaan serta penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat 

marginal.  

 

C. Pengorganisasian KP Ronggolawe 

1. Strategi KP Ronggolawe dalam Memberdayakan Kelompok “Batik Melati” 

Setiap LSM yang peduli akan pemberdayaan perempuan dan memiliki 

program pemberdayaan yang jelas tentu memiliki strategi dalam pelaksaan 

program-programnya. Program yang dirancang oleh KP Ronggolawe juga sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan KP Ronggolawe itu sendiri. KP Ronggolawe juga 

memiliki sasaran dalam mewujudkan perempuan yang berdaya di tingkat 

                                                           
72 Profil Koalisi Perempuan Ronggolawe dalam Wawancara dengan Nunuk Fauziah (Direktur KP Ronggolawe) 
27 Januari 2020 
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komunitas dan tingkat regional. Strategi pendekatan yang dilakukan oleh Koalisi 

Perempuan Ronggolawe adalah partisipatoris. Di mana perempuan diberdayakan 

dengan tujuan agar perempuan mampu mengejar ketertinggalan yang diakibatkan 

oleh konstruksi patriarki yang menempatkan posisi perempuan menjadi timpang 

baik dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi, politik, HAM, sosial 

dan budaya.73 

Di tingkat komunitas/ kelompok, KP Ronggolawe telah menumbukan 

KSM (kelompok swadaya masyarakat) perempuan dengan sasaran konsumen 

masyarakat luas. Perempuan dalam kelompok diberdayakan untuk lebih produktif 

dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di tingkat regional melalui 

dibentuknya organisasi jaringan tingkat regional dimaksudkan agar 

komunitas/kelompok lebih peka terhadap isu-isu kontemporer baik yang berkaitan 

dengan masalah-masalah yang sifatnya struktural politis secara umum, serta sikap 

melakukan advokasi.74 

Cita-cita pembangunan SDM yang mengutamakan kesetaraan gender tidak 

akan terlaksana tanpa adanya langkah konkrit dari LSM pendamping yang 

memberdayakan komunitas/ kelompok. Oleh sebab itu, diperlukan adanya strategi 

agar LSM mampu bergerak sesuai tujuannya. Untuk mewujudkan visi, misi dan 

tujuan, maka stategi dan fokus kegiatan Koalisi Perempuan Ronggolawe adalah75: 

a. Meningkatkan kemampuan SDM lembaga melalui pengembangan kapasitas 

intelektual, professional, dan menumbuhkan komitmen ideologis kelembagaan 

                                                           
73 Wawancara dengan Nunuk Fauziah (Direktur KP Ronggolawe) 27 Januari 2020 
74 Perpustakaan Yayasan Hatta Yogyakarta, Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, Yogyakarta: Tiara 
Wacana Yogya. 1993. h.137. 
75 Sumber Wawancara langsung dengan Direktur KP Ronggolawe, Nunuk Fauziyah, 27 Januari 2020. 
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b. Melakukan pendampingan kepada masyarakat khusunya perempuan untuk 

meningkatkan SDM, sumber daya ekonomi, posisi tawar, dan kesadaran kritis 

atas pelestarian SDA lokal. 

c. Memperluas dan membangun jaringan kelompok civil society dalam rangka 

gerakan demokratisasi serta aliansi jaringan strategis baik dengan Perguruan 

Tinggi, jaringan LSM, pemerintah, funding agency, dan pihak lain yang 

selaras dengan visi dan misi lembaga. 

 

2. Pengalaman Kerja KP Ronggolawe  

Sebagai LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan, KP 

Ronggolawe memperbesar akses dan kontrol kelompok-kelompok marginal atas 

dasar sumber daya ekonomi yang dimanifestasikan dalam pembentukan kelompok 

“Batik Melati” melalui pelatihan dan pendampingan dengan tidak menghilangkan 

unsur budaya (perumusan nilai, simbol, ideologi). KP Ronggolawe yang berada di 

tingkat kabupaten tentu memiliki program kerja yang bersentuhan langsung 

dengan masyarakat dan melibatkan pemerintah daerah kabupaten Tuban. Sebagai 

LSM, KP Ronggolawe dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung 

kelompok swadaya yang dikembangkan, di antaranya adalah: 

a. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk 

memenuhi kebutuhan. 

b. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar 

kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut. 

c. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran 

pembangunan yang lebih umum. 
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d. Menghasilkan dan memobilisasi sumber daya lokal atau eksternal 

untuk kegiatan pembangunan pedesaan. 

e. Peraturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan  

Berikut tabel pengalaman kerja KP Ronggolawe yang bekerjasama dengan 

pemerintah: 

 

No Tahun Program Target  Mitra Kerja 

1 2004-
2016 

Pendampingan/Advokasi 
korban kekerasan perempuan 
dan anak 

Korban kekerasan 
perempuan dan anak 

Kepolisian Republik 
Indonesia, RSUD 
Tuban, PEMDA 
TUBAN dan NGO 

2 2004-
2016 

Fasilitas Pelayanan Korban 
Kekerasan Perempuan dan 
Anak 

Korban Perempuan Dan 
Anak 

Pemerintah Kabupaten 
Tuban dan Pemerintah 
provinsi  Jawa Timur 

3 2005-
2006 

Nara Sumber Perempuan 
Berbicara/Talkshow Radio 
setia hari Rabu. “RUU 
Pornografi. Isu gender 
(kesetaraan peran perempuan 
dan laki), Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, Kesehatan 
Perempuuan, Keterwakilan 
Perempuan di Dunia Publik, 
Kiprah Perempuan di Dunia 
Politik, Perempuan dan 
Bumi, Dampak Globalisasi 
Terhadap Perempuan dan 
Hak Asasi Manusia”. 

Masyarakat Umum Dinas kesehatan, Dinas 
Pendidikan, Badan 
Pemberdayaan 
Masyarakat (BPM) 
Tuban, di dukung oleh 
Radio Pesona FM 
kabupaten Tuban 

4 2006 - 
2016 

Nara Sumber “Sosialisasi 
Gerakan Kampanye UU 
PKDRT dan UU PA serta 
UU Trafficking”. 

PEMDA, Camat, 
Aparat Desa, BPD, 
Ormas, TOWA, 
TOGA, PKK, 
Kelompok perempuan 
dan Cso 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

5 2007  Seminar “Dampak Psikologis 
Seks Pra-Nikah Remaja” di 
kabupaten Tuban 

Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tuban, 
Peserta didik, Pendidik, 
LSM, Kelompok 
Perempuan  

Pemerintah Kabupaten 
Tuban  
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6 2007 - 
2015 

Fasilitator  Pengarustamaan 
Gender dan fasilitasi Pusat 
Pelayanan Terpadu (PPT) 
korban kekerasan perempuan 
dan anak 

Seluruh Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah 
kabupaten Tuban 
(SKPD), Camat, Aparat 
Desa, BPD, Ormas, 
TOWA, TOGA, LSm 
dan kelompok 
perempuan 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

7 2007 – 
2016 

Nara Sumber “Peningkatan 
Capasity Building” Bagi  
Pendamping/Relawan 
Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak”. 

PKK se-Kabupaten 
Tuban, Kelompok 
Perempuan, 
Mahasiswa, LSM dan 
pendidik 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

8 2008 – 
2017 

 

Penyelenggara Program  
“Pendidikan Keaksaraan 
Fungsional” 

Masyarakat buta aksara Kementerian 
Pendidikan Nasional 
(Badan Pendidikan Non 
Formal dan Informal 
BPNFI) 

9 2008 Narasumber “Pemilihan 
Gubernur dan Wakil 
Gubernur Jawa Timur” dalam 
mewujudkan Demokrasi 
melalui hak pilih perempuan 

Kelompok Perempuan, 
PKK, TOWA, 
Mahasiswi, LSM, 
ORmas dan Perguruan 
Tinggi Se-Kabupaten 
Tuban  

Didukung oleh Panitia 
Pengawas Pemilu Jawa 
Timur 

10 2008 Nara Sumber ”Kesejahteraan 
Dalam Keluarga dengan 
memahami isu-isu gender 
dan UU PKDRT”. 

Calon Pengantin Se-
Kabupaten Tuban 

Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten 
Tuban 

11 2008 Fasilitator dan Koordinator 
“Pengurangan Pekerja Anak / 
Pendampingan Keluarga 
Harapan (PPA-PKH)”. 

Masyarakat yang du 
khususnya menerima 
manfaat program PPA-
PKH 

Kementerian Sosial 
Tenaga Kerja dan 
Catatan Sipil (Pusat, 
Propinsi dan Kabupaten 
Tuban)  

12 2009 Juri Seleksi Pemimpin 
Pemuda 

Pemuda Kabupaten 
Tuban 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 

13 2009 Program “Pendampingan 
Petani Perempuan” Dalam 
Meningkatkan pendidikan 
Life Skill. 

Petani Perempuan Didukung Pemerintah 
Kabupaten Tuban. 
Kantor Informasi 
Penyuluhan Pertanian 
dan Kehutani   (KIPPK) 

14 2010 Narasumber “Rencana Aksi 
Nasional dan Hak Azasi 
Manusia (RAN HAM) 

Pemerintah Daerah 
kabupaten Tuban, 
pendidik ORMAS, 
TOWA, LSM dan 
Aparat Desa 

Kantor Kementerian 
KESBANGPOLINMAS 
Kabupaten Tuban 
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15 2010 Program “Mendorong 
Perempuan Dalam 
Memahami Hukum yang 
Represintatif Terhadap 
Perempuan”. 

Perempuan Pedesaan 
(kandidat komunitas 
desa) 

Di dukung Direktorat 
Pendidikan Luar 
Sekolah 

16 2010-
2012 

Narasumber “Konsep 
Reintregasi korban dan 
Penguatan Pasca Korban 
Kekerasan Perempuan dan 
Anak 

Eks Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak 

Dinas Sosial Propinsi 
Jawa Timur dan Kantor 
Bidang Sosial 
Kabupaten Tuban  

17 2011-
2016 

Fasilitator Pendidikan 
Keaksaraan Usaha Mandiri 
“yang berorintasi pada 
pengelolaan SDA local” 
sebagai pengembangan 
kemandirian masyarakat desa 

Masyarakat Perempuan 
Desa 

BPNFI 

18 2012-
2016 

Narasumber “Pengarus 
Utamaan Gender PUG’ 

PKK, Istri SKPD 
Tuban, Kelompok 
Perempuan, 
Pendidik/GurU,TOWA 
dan TOGA 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

19 2013 Narasumber “Launching 
Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga’ 
Kabupaten Tuban 

Pergerakan mahasiswa, 
PKK, Kelompok 
Perempuan, 
Pendidik/Guru, TOWA, 
LSM dan TOGA 

Disnakerduk Transos 
dan Capil Kabupaten 
Tuban 

20 2013 Program Pelatihan dan 
Pendampingan “Potret 
Kemiskinan Perempuan ”  

Jaringan LSM dan Cso Di dukung oleh BPNFI 

21 2013-
2016 

Narasumber “Fasilitasi Kota 
Layak Anak’  

LSM, TOWA, TOGA, 
SKPD dan PKK 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

22 2013 Fasilitasi Pembentukan 
Forum Anak Tuban  

Melibatkan 30 Sekolah 
Swasta dan Negeri 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

23 2013-
2016 

Fasilitasi “pembentukan 
forum kota layak anak 
Kabupaten Tuban” 

Anak-anak didik 
kabupaten tuban  

Bappemas Kabupaten 
Tuban 

24 2013 Narasumber “fasilitasi PPT 
bagi korban kekerasan 
perempuan dan anak” 

PKK-sekecamatan 
tuban 

Bapemas, Pemdes dan 
KB 

25 2013 Pelatihan Batik Berbasis Komunitas Perempuan  Dinas Perekonomian 
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Pewarna Alam Dan Pariwisata  

26 

2014 

Pameran Batik sebagai 
Produk Unggulan Jawa 
Timur Di Taman “CANDRA 
WILWATIKTA” Pandaan 
Jawatimur 

Masyarakat di wilayah 
Pandaan Jawatimur 

UPT. Taman Budaya 
Jawa Timur 

27 

 

2014-
2015 

Pameran Batik sebagai 
Produk Unggulan Jawa 
Timur Di “ CIHAMPELAS 
WALK (CIWALK)” 
Bandung 

Masyarakat di wilayah 
BANDUNG JAWA 
BARAT Dinas Koperasi Jawa 

Timur 

 

 
Expo Produk unggulan Jatim 
di Grand City Surabaya 

Masyarakat Jawa Timur 

28 2008-
2016 

Narasumber “Sosialisasi UU 
Perlindungan Anak No.23 
Tahun 2002 dalam rangka 
mencegah kekerasan pada 
anak” 

Melibatkan Tokoh 
agama, tokoh wanita, 
tokoh masyarakat 
sekabupaten Tuban  

 Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

29 2015-
2016 

Fasilitasi pelatihan tenaga 
medis dan tenaga 
pendamping P2TP2A 
meningkatkan pelayanan 
Korban Tindak Kekerasan 
sesuai PERDA No. 19 Tahun 
2013 Kabupaten Tuban 

Tenaga Medis 
(Puskesmas Se 
Kabupaten Tuban)dan 
pendamping kecamatan 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

30 2015 Narasumber Sosialisasi UU 
Perlindungan Anak dan 
PERDA Nomer 13 tahun 
2013  

Skpd, Aparat Desa, 
Tomas Dan Toga 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

31 2015 Fasilitasi Seminar “Gerakan 
Anti Kekerasan Terhadap 
Anak”  

FORUM ANAK 
TUBAN 

Badan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 
Keluarga Berencana 
Kabupaten Tuban 

32 2015 Fasilitasi Rapat Tim P2TP2A 
tentang SOP PERDA Nomor 
19 tahun 2013 tentang 
Perlindungan Terhadap 
Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan 

Polres, Kejaksaan, 
Dinkes, Rsud, Dinsos, 
Diknas, Dinas 
Pariwisata, Lbh Unang, 
Kpr, Pkk 

BAPEMAS TUBAN 
DAN P2TP2A 

33 2015 Fasilitator Workshop 
Implementasi UU. No.35 
tahun 2014 dalam mencegah 
tindak kekerasan terhadap 
anak 

Siswa siswi SMP dan 
SMA di 14 sekolahan 

KPR, Polres dan 
P2TP2A 
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34 2016 Narasumber Pelatihan “ToF 
Keaksaraan Fungsional” 

Tutor Keaksaraan 
Fungsional se 
Kabupaten Tuban 

DIKPORA 

Kabupaten Tuban 

35 2016 Fasilitasi Maklumat 
Pelayanan Puskesmas Se 
kabupaten Tuban 

Puskesmas Se 
Kabupaten Tuban 

Dinas Kesehatan, 
USAID, Puskesmas dan 
KPR 

36 2016 Narasumber Talk Show 
Jagongan Matoh 
“Kemandirian Wanita 
(Peluang dan Tantangan)” 

100 peserta 
(pengunjung rest area 
Tuban) 

Komite jagongan matoh 
dan Dinas 
Perekonomian dan 
Pariwisata kabupaten 
Tuban. 

37 2016 Panitia Pengawas Penerimaan 
AKPOL dan Brigpol  Tahun 
Ajaran 2016 

25 peserta calon Akpol 
dan Brigpol 

Polres Tuban 

38 2016-
2017 

Pendampingan Hukum 
(litigasi) dan Non Litigasi 
“Bantuan Hukum Untuk 
Masyarakat Miskin”  

Masyarakat miskin di 
kabupaten Tuban   

KEMENKUMHAM 

39 2016 Penyuluhan Hukum Untuk 
Masyarakat Miskin dan 
Pemberdayaan 

Aparat Desa, Tokoh 
Agama, Tokoh 
Masyarakat, Tenaga 
Pendidik dan 
Masyarakat miskin. 

KEMENKUMHAM 

40 2017 Penyuluhan Hukum Untuk 
Masyarakat Miskin “Undang-
Undang Nomor 11 tahun 
2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dan 
Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak” 

Aparat Desa, Tokoh 
Agama, Tokoh 
Masyarakat, Tenaga 
Pendidik dan 
Masyarakat miskin. 

KEMENKUMHAM 

41 2017 Narasumber pelatihan bagi 
tenaga pendamping korban 
tindak kekerasan 

60 orang terdiri dari 
organisasi Perempuan, 
TOGA, TOMA dan 
TKSK 

DINAS SOSIAL, 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN 
ANAK 

42 2018 Penyuluhan Hukum Untuk 
Masyarakat Miskin “Undang-
Undang Nomor 35 tahun 
2014 tentang Perlindungan 
Anak dan”Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana 
Anak  

Aparat Desa, Tokoh 
Agama, Tokoh 
Masyarakat, Tenaga 
Pendidik dan 
Masyarakat miskin. 

KEMENKUMHAM 

43 2018 Pemberdayaan Masyarakat 
“Peran Paralegal Dalam 

Aparat Desa, Tokoh 
Agama, Tokoh 

KEMENKUMHAM 
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Memberikan Bantuan Hukum 
dan Peraturan Menteri 
Hukum dan HAM RI Nomor 
1 tahun 2018 tentang 
Paralegal Dalam Memberikan 
Bantuan Hukum” 

Masyarakat, Tenaga 
Pendidik dan 
Masyarakat miskin. 

44 2019 Narasumber Pembentukan 
SATGAS PPA Kabupaten 
Tuban 

Bidan, Tokoh 
masyarkat, Ormas, 
TOWA, TOGA 

DINSOS P3A 
Kabupaten Tuban 

45 2019 Penyuluhan Hukum “ 
Memperingati Hari Bakti 
Pemasyarakatan ke -55 
Pemasyarakatan Pasti 
Bantuan Hukum Geratis 
Untuk Masyarakat Miskin 
Sesuai UU No. 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan 
Hukum dan UU Nomor 11 
Tahun 2018 Tentang 
Informasi Transaksi 
Elektronik (ITE) 

Warga Binaan LP 
Tuban 

KEMENKUMHAM 

46 2019 Bantuan Hukum Geratis Bagi 
Masyarakat Miskin (Litigasi) 

Masyarakat Jawa Timur KEMENKUMHAM 

    

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa KP Ronggolawe 

sudah berkiprah cukup lama di daerah Tuban dan menjalin relasi dengan banyak 

pihak di lingkungan pemerintahan daerah. Hal tersebut juga berdampak pada 

terbukanya akses penjualan produk hasil pemberdayaan di lingkup daerah Tuban. 

Selain itu, tabel diatas juga menjadi jawaban atas pengakuan pemerintah setempat 

atas kinerja KP Ronggolawe yang direalisasikan melalui berbagai kegiatan. 

 

3. Kontribusi KP Ronggolawe 

Pendidikan memegang peranan yang cukup penting sebagai media 

penyadaran masyarakat. Bermula dari kesadaran inilah kemudian bisa berlanjut ke 

kerja-kerja pemberdayaan seperti advokasi pendidikan dan pengorganisasian 

masyarakat. Melihat hal tersebut masyarakat harus membangun komitmen 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 
 

 

bersama dalam menyelamatkan pendidikan yang sarat dengan kepentingan dengan 

melakukan advokasi dalam lingkungan pendidikan dan melakukan advokasi 

pendidikan di masyarakat. Adapun kontribusi KP Ronggolawe pada masyarakat 

diantaranya; 

a. Mba Nunuk Fauziyah selaku direktur KP Ronggolawe ditunjuk sebagai 

Konsultan CSR Pemberdayaan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk Pabrik 

Tuban untuk mendampingi 26 desa dan 3 Kecamatan yakni Jenu Kerek dan 

Merakurak di wilayah pengembangan perusahaan tahun 2018-2020. Untuk 

melakukan pendampingan pemberdayaan. Salah satunya di kelompok Batik 

Melati yang merupakan dampingan Koalisi Perempuan Ronggolawe sejak 

tahun 2012. 

b. Koalisi Perempuan Ronggolawe membentuk Sekolah Paralegal Perempuan di 

kalangan mahasiswa, organisasi dan ibu rumah tangga agar melek hukum dan 

peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak khususnya di Kabupaten 

Tuban. 

c. Koalisi Perempuan Ronggolawe berjejaring dengan Pemerintah Kabupaten 

Tuban dalam hal ini Dinas Sosial dan P3A untuk memberikan perlidungan 

perempuan dan anak korban kekerasan. Dan melakukan pendampingan kepada 

korban kekerasan menjadi mandiri dan survive. 

d. Koalisi Perempuan Ronggolawe mendirikan PAUD Taman Kasih Ibu di Desa 

Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban pada tahun 2009 dan 

menjaring tenaga pendidik dari warga sekitar yang telah didampingi dan 

disiapkan menjadi guru oleh KPR sejak tahun 2008. Yang mana latar belakang 

dari komunitas yakni berpendidikan SD/putus sekolah sehingga mereka lulus 

S1 tahun 2017. 
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D. Kelompok “Batik Melati”  

1. Desa Karanglo Sebagai Lokasi Kelompok “Batik Melati” 

Secara administratif, Desa Karanglo terletak di wilayah Kecamatan Kerek 

Kabupaten Tuban dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di 

sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Di sebelah 

Barat berbatasan dengan  Desa Margomulyo. Di sebelah Selatan berbatasan 

dengan Desa Padasan. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pongpongan 

Kec.Merakurak. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sumberarum. Jarak 

tempuh Desa Karanglo ke ibu kota kecamatan adalah 3 km, yang dapat ditempuh 

dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 

adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. 

Jumlah penduduk desa Karanglo adalah 974 kepala keluarga dengan 

tingkat kepadatan penduduk 3.69 per Km2. Berikut peneliti paparkan jumlah 

penduduk di Desa Karanglo pada Tahun 2018: 

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Desa Karanglo Kerek Tuban 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 2.891 

2. Perempuan 2.891 

Jumlah 5.782 

Sumber: Data BPS Kantor Camat Pada Tahun 2018 

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa 

Karanglo antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Adapun luas wilayah 
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Karanglo 3,69 Km2. 76 Untuk luas daerah persawahan di Karanglo adalah 49,70, 

luas ladang 239,00 dan luas tanah lainnya total 79,20.77  

Pekerjaan warga Desa karanglo mayoritas adalah petani dengan jumlah 

1634 warga. Desa Karanglo Kecamatan Kerek termasuk dalam wilayah ring 1 

Pabrik Semen Indonesia karena bersebelahan dengan desa Sumberarum yang 

merupakan tempat berdirinya pabrik Semen Indonesia dan mayoritas 

penduduknya adalah petani. Dulu warga desa Karanglo mayoritas bekerja sebagai 

petani, namun beberapa tahun terakhir banyak yang bekerja di pabrik Semen 

Indonesia terutama pemuda-pemudanya. Para pemuda yang  tidak melanjutkan ke 

tingkat perguruan tinggi akan bekerja sebagai pekerja non skill di pabrik Semen 

Indonesia.78 Sebagai daerah dengan mayoritas penduduknya adalah petani, 

Karanglo juga mengenal perekonomian uang tunai (cash economy) dan sangat 

berpengaruh pada hubungan buruh tani dengan istrinya.79 Dimana pemilik sawah 

harus mendistribusikan sebagian dari surplus-value, diantaranya dalam bentuk 

pajak, kredit bank dan sewa tanah. Para buruh tani yang menjual tenaganya, 

menerima upah yang seringkali dibayar di bawah standar minimum, kemudian 

diserahkan pada istrinya. Inilah yang menajdi hubungan eksploitatif karena 

dengan upah tersebut perempuan harus mengerjakan tugas-tugas domestik. 

Di samping sebagai istri petani atau buruh tani, para kaum ibu desa 

Karanglo bergabung dalam komunitas membatik. Kelompok membatik kaum ibu 

tersebut bernamakan kelompok “Batik Melati”. “Batik Melati” sendiri 

beranggotakan 10 orang yang diketuai oleh warti’ah. Kegiatan membatik dalam 

                                                           
76 Sumber Koordinator Statistik Kecamatan pada Data BPS 2018 Kerek dalam Angka 2018 
77 Ibid  
78 Hasil wawancara dengan ketua kelompok “Batik Melati” pada tgl 27 Januari 2020. 
79 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. h.63 
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kelompok ini dilakukan secara massif setiap harinya. Para anggota yang 

sebelumnya sama sekali tidak mengerti tentang batik, diberikan wawasan melalui 

penyuluhan dan pelatihan dalam bentuk pendampingan sampai mereka memiliki 

kompetensi membatik yang baik.  

Kelompok “Batik Melati” memproduksi kain batik dalam bentuk 

lembaran, untuk kemudian dijual. Dari hasil ketrampilan membatik yang didapat 

mereka juga berinovasi dengan memanfaatkan ketrampilan membatik untuk 

membentuk usaha atau kelompok batik mandiri dan mengambil keuntungan dari 

kain-kain batik yang berhasil dibuat dan dijual. Hal inilah yang membedakan 

kelompok “Batik Melati” dengan kelompok batik lain di kecamatan Kerek. 

Perempuan yang tergabung dalam kelompok “Batik Melati” berusia 20-40 tahun 

yang masih berusia produktif. 

Untuk dapat menjadi anggota kelompok “Batik Melati” salah satunya 

adalah perempuan yang berdomisili di Desa Karanglo.80 Hal ini menunjukkan 

bahwa pada dasarnya, kesempatan ataupun peluang untuk mengembangkan diri 

bagi kaum perempuan telah berjalan jauh sebelum jargon-jargon feminis 

digaungkan, apalagi semenjak peradaban Islam digelindingkan di muka bumi, ada 

banyak perempuan-perempuan hebat, cerdas, sekaligus bermartabat. Cerdas dan 

berkualitas tidak hanya diperlukan di wilayah publik, tapi di semua wilayah 

perempuan sudah semestinya harus cerdas, berkualitas, dan berkembang secara 

alamiah. Karena Islam sangat menekankan baik bagi laki-laki maupun perempuan 

untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya yang mengarah pada 

kebaikan bersama, sehingga pola relasi yang harmonis, dinamis, toleran, dimana 

pada gilirannya tidak ada yang merasa didzalimi ataupun yang mendzalimi. 
                                                           
80 AD-ART Kelompok “Batik Melati” 
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2. Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok “Batik Melati” 

Kelompok “Batik Melati” menjadi wadah pemberdayaan kaum perempuan 

marjinal yang tinggal di Desa Karanglo dengan mengikuti aturan dari KP 

Ronggolawe. Kelompok tersebut dibentuk berawal dari persamaan ketertarikan 

terhadap membatik pada saat menjadi anggota aktif yang akan dilanjutkan setelah 

tidak aktif, sehingga kelompok ini bersifat kekeluargaan, aktif berkarya, 

mengembangkan potensi masing-masing anggota dalam naungan kelompok dan 

tidak mencari keuntungan finansial pribadi.81 Tujuan pemberdayaan perempuan 

dalam kelompok “Batik Melati” diantaranya: 

a. Menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya. 

b. Menambah wawasan dalam berkarya. 

c. Meningkatkan pereonomian masyarakat. 

d. Melatih masyarakat untuk berwirausaha. 

e. Meningkatkan kualitas batik. 

Kelompok tersebut memiliki sasaran output untuk meningkatkan kualitas 

komunitas pekerja batik dan memberikan bantuan peralatan untuk mendukung 

produktivitas batik. Kegiatan pemberdayaan perempuan dalam komunitas tersebut 

tidak mengesampingkan norma dan aturan masyarakat sebagai kaum perempuan. 

Kegiatan dalam komunitas juga menjadi suatu tindakan sosial dengan tanpa 

intervensi secara personal. Menurut Christenson dan Robinson82, community 

development yang dilakukan dalam suatu masyarakat yang tinggal pada daerah 

tertentu mengembangkan prakarsa untuk melakukan suatu tindakan sosial untuk 

mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan. Penekanan penting 

                                                           
81 Ibid  
82 James A Christenson & Robinson W Jerry, Community Developmen in Perspective. Lowa: Lowa State 
University Press/Ames. 1989. h.14 
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justru terletak pada prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses yang 

berlangsung. Artinya, suatu konsep pengembangan dan pemberdayaan bertujuan 

untuk menolong diri sendiri keluar dari masalah. 

Berbagai fakta empirik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan hasil pembangunan.83 Dengan 

adanya kelompok “Batik Melati” ini, diharapkan perempuan mampu membantu 

pemerataan ekonomi di tingkat desa dalam skala yang kecil. Kelompok “Batik 

melati” secara garis besar memiliki kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu. 

Program kerja dan agenda kegiatan komunitas ini dirancang untuk dijalankan 

dalam jangka waktu 6 bulan (semester) dan akan disesuaikan lagi untuk program 

kerja dan agenda kegiatan 6 bulan berikutnya. Beberapa kegiatan rutin kelompok 

“Batik Melati” yang dilaksanakan secara massif yaitu sebagai berikut: 

a. Minggu pertama  : workshop internal 

b. Minggu kedua  : Pembuatan motif baru 

c. Minggu ketiga  : sharing pewarnaan 

d. Minggu keempat : workshop internal 

 

3. Struktur Kelompok “Batik Melati” Desa Karanglo 

Anggota “Batik Melati” terdiri dari 11 perempuan yang berasal dari desa 

Karanglo yang kesemuanya sepakat untuk bergabung dan berkembang bersama 

kelompok. Berikut susunan kepengurusan kelompok “Batik Melati” desa 

Karanglo tahun 2019. 

                                                           
83 Alfitri, Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. h.32. 
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Obyek dalam penelitian ini adalah perempuan yang merupakan kaum 

ibu di Desa Karanglo Kerek Tuban yang tergabung menjadi anggota kelompok 

“Batik Melati”. Penentuan obyek dalam penelitian ini didasarkan pada 

kekhususan adanya kemampuan perempuan dalam menjawab permasalahan 

yang ada. Adapun karakteristik obyek penelitian berdasarkan nama, alamat, 

usia dan tingkat pendidikan, peneliti kemukakan dalam tabel berikut ini: 

PELINDUNG

KEPALA DESA 
KARANGLO

SEKRETARIS

Endrawati

BENDAHARA

Winarti

KETUA

WARTI'AH

ANGGOTA: 

1. Enra  
2. Henik  
3. Genduk 
4. Tinik 
5. Suyatmi 
6. Kusriah  
7. Muttoharoh  
8. Sujiati  

9.  
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Tabel 2: Anggota Kelompok “Batik Melati” 

No.  Nama  Usia  Alamat  Pendidika 
Terakhir  

1.  Muthoharoh  31 Karangmulyo 
RT/RW:03/01 
Karanglo Kerek 

SMA 

2.  Ernawati  35 Karangmulyo II 
RT/RW:04/02 
Karanglo Kerek 

SMP 

3.  Endrawati  32 Karangrejo 
RT/RW:02/01 
Karanglo Kerek 

SMP 

4.  Warti’ah  29 Karangmulyo I 
RT/RW:01/01 
Karanglo Kerek 

SMA 

5.  Winarti  48 Karangmulyo 
RT/RW:04/01 
Karanglo Kerek 

SD 

6.  Genduk  47 Karangmulyo 
RT/RW:03/02 
Karanglo Kerek 

SMP 

7.  Tinik  33 Karanglo 
RT/RW:01/01 
Karanglo Kerek Tuban 

SMA 

8.  Kusriah  34 Karangmulyo II 
RT/RW:04/02 
Karanglo Kerek 

SMA 

9.  Sujiati  46 Karangmulyo I 
RT/RW:04/01 
Karanglo Kerek 

SD 

10.  Suyatmi 43 Karangagung 
RT/RW:03/01 
Karanglo Kerek 

SD 

11.  Henik  28 Karangagung 
RT/RW:05/01 
Karanglo Kerek 

SMA 

Sumber: AD/ART Kelompok “Batik Melati” 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pemberdayaan perempuan dalam kelompok “Batik Melati” yang dilakukan 

oleh KP Ronggolawe adalah fokus pada perempuan yang berusia produktif 

dengan kisaran usia 25-48. Usia produktif perempuan juga berpengaruh pada 

kekuatan fisik dan pemikirannya. Dalam menjalankan program pemberdayaan 
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perempuan, KP Ronggolawe cukup memberikan pelatihan di tingkat 

kecamatan dan sesekali meninjau langsung proses membatik kelompok. 

Masing-masing anggota kelompok “Batik Melati” adalah mulai belajar 

membatik dari nol. Tidak banyak dari mereka yang mengalami kesulitan 

membatik dan dibantu serta diarahkan oleh ketua kelompok yaitu mbak 

Warti’ah. Setiap anggota juga diperbolehkan membawa pulang kain batik 

yang belum selesai diproses. Untuk setiap proses membatik, diawali oleh 

ketua kelompok dengan membuat pola batik diatas kain jantiyu. Adapun 

macam-macam proses membatik diantaranya;  

Tabel 3: Macam-macam Teknik Membatik 

No Teknik Membatik Deskripsi 

1. Teknik celup ikat Pembuatan motif pada kain dengan cara 
mengikat sebagian kain, kemudian 
dicelupkan ke dalam larutan pewarna. 
Setelah diangkat dari larutan pewarna dan 
ikatan dibuka bagian yang diikat tidak 
terkena warna 

2. Teknik printing Cara pembuatan motif batik menggunakan 
canting cap. Canting cap merupakan 
kepingan logam atau pelat berisi gambar 
yang agak menonjol. Permukaan canting 
cap yang menonjol dicelupkan dalam cairan 
malam (lilin batik) dan selanjutnya, canting 
cap dicapkan pada kain 

3. Teknik tulis Teknik membatik dengan menggunakan 
alat yang disebut canting (Jawa). Canting 
terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk 
seperti teko kecil dengan corong di 
ujungnya . Canting berfungsi untuk 
menorehkan cairan malam pada sebagian 
pola. Saat kain dimasukkan ke dalam 
larutan pewarna, bagian yang tertutup 
malam tidak terkena warna. Membatik 
dengan canting tulis disebut teknik 
membatik tradisional). Teknik inilah 
banyak digunakan oleh kelompok batik 
dikarenakan hasilnya yang bagus juga nilai 
jualnya yang standart di pasaran. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 
 

 

4. Teknik colet Motif yang dihasilkan dengan teknik ini 
tidak berupa klise dengan menghasilkan 
maksimal 4 warna asli dan campuran. 

Sumber: Wawancara dengan ketua kelompok “Batik Melati” 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa teknik batik 

yang banyak digunakan kelompok “Batik Melati” adalah teknik tulis. 

Membatik dengan teknik tulis selain hasilnya yang bagus, juga karena 

bahan ataupun material yang dibutuhkan tidak mahal. Membatik dnegan 

teknik tulis menggunaan pewarnaan sintesis. Pewarna sintetis dapat dibeli 

dengan harga yang tidak terlalu mahal daripada pewarna alam. Berikut 

peneliti paparkan proses membatik yang digunakan oleh kelompok “Batik 

Melati”: 

Tabel 4: Teknik Membatik yang Digunakan Kelompok “Batik Melati” 

No Teknik 
Membat

ik 

Proses Teknik Pewarnaan Waktu yang 
Dibutuhkan 

1. Teknik 

Tulis 

- Menggambar 
pola 

- Membatik 
dengan canting 

- Nglengkreng  
- Isian (mengisi 

sisi-sisi yang 
masih kosong) 

- Pewarnaan  
- Ditembok / 

diblock dengan 
malam/lilin batik 

- Pewarnaan ulang 
- Plorotan / 

direndam / 
pelepasan lilin 

- Dijemur  

- Menggunakan 
pewarna naptol 

- Atau pewarna 
sintetis 

1 minggu / 
7 hari 
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2. Teknik 

colet 

- Menggambar 
pola 

- Nglengkreng  
- Nyolet  
- Penguncian / 

waterglass 
- Ditembok / 

diblock 
- Pewarnaan kedua 
- Plorotan  
- Dijemur  

- Menggunakan 
pewarna alam. 
Pewarnaan 
dengan cara 
alami salah 
satunya dengan 
kulit kayu yang 
direbus, 
dicelupkan 7 
kali (sampai 
muncul warna 
pada kain). 

- Teknik 
penguncian 
menggunakan 
tawas, kapur 
atau tunjung, 
daun jambu, 
kulit manggis, 
akar mengkudu, 
kayu tingi, atau 
secang.  

- Penguncian 
dilakukan 3 kali 
kemudian 
diembok ulang. 

- Pewarnaan 
ulang hanya 
menggunakan 
kayu tingi dan 
tunjung. 

- Semua plorotan 
dengan teknik 
colet dilakukan 
dengan soda. 

 

Sumber: wawancara dengan ketua kelompok “Batik Melati”84 

Berdasarkan paparan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

membatik dengan teknik tulis, selain lebih terjangkau biaya produksinya, 

juga membutuhkan waktu yang tidak lama yaitu hanya 7 hari bahkan untuk 

pembatik yang sudah mahir bisa menyelesaikan hanya dalam 4 hari. 

Sedangkan batik dengan teknik colet, membutuhkan waktu yang cukup 

                                                           
84 Data diambil pada tanggal 11 Januari 2020. 
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lama dan biaya produksi lebih banyak. Untuk setiap pewarna membutuhkan 

proses alami yang tidak instan. Misalnya, untuk rebusan kayu tingi tidak 

bisa hanya sekedar direndam dalam air panas tetapi harus direbus sampai 

keluar ekstrak warna alaminya. Selain itu, pewarna alami untuk teknik colet 

cukup sulit ditemukan atau mungkin bisa diperoleh namun membutuhkan 

banyak waktu.  

 
Gambar 1. Proses membatik dengan teknik colet 

Teknik colet biasa disebut juga dengan teknik lukis, merupakan cara 

mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis 

tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas). Proses membatik 

dengan teknik colet juga digunakan oleh kelompok “Batik Melati” sesuai 

permintaan konsumen meskipun teknik ini memakan waktu cukup lama. 

Untuk proses membatik dari awal yaitu; menggambar pola, membatik 

dengan canting (istilahnya disebut nglengkreng), isian (mengisi pola 

dengan canting), pewarnaan (diblock menggunakan malam). Pewarnaan 

ulang, direndam (istilahnya lorotan dengan melepaskan malam) dan 
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terakhir dijemur.85 Untuk harga jual batik tulis, dihitung dari banyaknya 

biaya operasional yang digunakan. Biasanya, batik tulis perpotong dengan 

ukuran kain 2,5 m dijual dengan harga Rp.200.000-, sampai Rp.300.000-,.  

Sumber dana yang diperoleh kelompok “Batik Melati” berasal dari 

bantuan CSR PT.SG yang dijembatani KP Ronggolawe. Pada tahun 2018, 

melalui KP Ronggolawe, kelompok yang ketuai mbak Warti’ah ini 

mendapatkan bantuan dana PT.SG sebesar Rp.40.000.000-,. Dana yang 

diberikan oleh CSR tersebut cukup untuk kegiatan operasional kelompok 

seperti biaya bahan atau material, konsumsi dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok “Batik melati” meliputi:86  

Tabel 5: Peralatan Membatik Kelompok “Batik Melati” 

No Jenis Peralatan Kegunaan Jumlah 

1. Gawangan  Untuk mengaitkan dan 
membentangkan kain mori 
sewaktu membatik 

10 

2. Wajan  Untuk mencairkan lilin batik 
(malam) 

6 

3. Anglo  Perapian sebagai pemanas 
lilin batik 

2 

4. Saringan malam Menyaring lilin batik yang 
sudah kotor 

2 

5. Canting  Untuk melukis atau 
membatik motif pada kain 
mori 

10 

6. Bak air Digunakan untuk sarana 
operasional kegiatan 
membatik 

8 

7. Tempat pewarnaan Tempat untuk penentuan 
warna dan corak batik 

1 

8. Botol lastic bekas Untuk wadah warna 
pewarnaan dengan teknik 
colet 

6 

9. Kompor  Untuk perapian memanaskan 
lilin batik dalam wajan 

5 

                                                           
85 Sumber wawancara dengan mbak Warti’ah ketua kelompok “Batik Melati”. 
86 Hasil observasi pada Kelompok “Batik Melati” pada 10 Februari 2020. 
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10. Dingklik  Untuk tempat duduk ibu-ibu 
membatik 

6 

11. Panic  Untuk merebus kain 3 

12. Timba  Untuk menempatkan 
malam/lilin batik  

5 

Sumber: data primer kelompok “Batik Melati” 

Dalam proses pemberdayaan yang dilakukan KP Ronggolawe terhadap 

kelompok “Batik Melati”, para anggota tidak diberikan uang harian oleh ketua 

kelompok sampai batik selesai dan terjual. Untuk harga jual batik tulis per 

potong adalah berkisar antara Rp.200.000-, sampai Rp.300.000-, tergantung 

motif batik, tingkat kesulitannya dan panjang kain yang dijual. Dalam tahap 

pelatihan awal, masing-masing anggota memiliki 10 potong kain yang harus 

diselesaikan sampai finishing batik. Proses pelatihan dan pendampingan oleh 

KP Ronggolawe, diujikan dengan memberikan 10 potong kain batik untuk 

dikerjakan masing-masing anggota kelompok “Batik Melati”. Keuntungan dari 

penjualan 10 potong kain batik, dibagi rata. Hasil penjualan 5 potong kain 

batik diambil oleh si anggota pembuat dan hasil penjualan 5 potong lainnya 

diberikan pada kelompok. Lamanya waktu pembuatan batik tulis, sekitar 3-7 

hari tergantung cuaca yang terjadi. Untuk batik tulis dan batik colet yang 

digunakan oleh kelompok “Batik Melati” dijual dengan harga yang berbeda. 

Batik colet dibandrol dengan harga jual Rp.300.000-, per potong, sedikit lebih 

mahal dari batik tulis. Hal tersebut dikarenakan batik colet membutuhkan 

waktu yang lebih lama dan biaya pembuatan yang cukup mahal.  

Terkait dengan relasi penjualan produk batik, kelompok ini 

bekerjasama dengan KP Ronggolawe yang memiliki relasi luas dalam 

penjualan batik. Melalui usaha KP Ronggolawe, kelompok “Batik Melati” 

juga bisa mengikuti pameran lokal seperti; di pabrik PT. SG, pameran di 
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gedung Graha Sandhya yang kesemuanya dilakukan dengan cara 

berkomunikasi langsung dengan ketua kelompok. Selain relasi yang 

disambungkan dari KP Ronggolawe, hasil batik karya kelompok “Batik 

melati” juga sudah dikenal di kalangan masyarakat luas yang juga 

memudahkan pemasaran produk batik. Sedangkan dampak pemberdayaannya, 

dapat dirasakan oleh semua anggota kelompok utamanya dalam hal 

peningkatan ekonomi keluarga. Hal tersebut, merupakan manifestasi dari 

kontribusi KP Ronggolawe dalam meningkatkan kemandirian perempuan 

marjinal yang diangkat melalui ketrampilan membatik dalam kelompok dan 

melibatkan aspek partisipatif dari berbagai elemen, baik LSM, pemerintah 

desa maupun relasi pendanaan.  

 

4. Hambatan KP Ronggolawe dalam Memberdayakan Kelompok “Batik 

melati” 

Dalam melaksanakan program pemberdayaan, hambatan yang sering 

muncul adalah sulitnya untuk mensinergiskan berbagai pemberdayaan itu dalam 

suatu program yang terpadu. Namun pengertian terpadu tidak berarti semua jenis 

kegiatan pemberdayaan dilakukan secara serentak. Pengembangan masyarakat 

secara terpadu dapat digambarkan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan 

yang dilakukan secara sistematis dan saling melengkapi. Kendala yang terjadi 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari kepribadian 

individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Adapun 

kendalah atau hambatan KP Ronggolawe dalam pendampingan pemberdayaan 

perempuan adalah sebagai berikut: 

1. Eksternal: 
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Komunitas dampingan Koalisi Perempuan Ronggolawe mayoritas mempunyai 

mata pencaharian sebagai petani. Sehingga tidak bisa diajak untuk berkegiatan 

pada saat musim hujan. hal tersebut dikarenakan komunitas konsentrasi untuk 

bercocok tanam hingga musim panen raya. Sehingga hal tersebut yang 

menjadi atensi di lembaga untuk tidak melakukan jadwal pendampingan rutin 

ketika memasuki musim hujan. 

2. Internal: 

Komunitas dampingan Koalisi Perempuan Ronggolawe yang sudah berstatus 

ibu rumah tangga harus meminta ijin suami terlebih dahulu ketika akan 

mengikuti pertemuan. Selain itu tidak bisa diajak pertemuan dalam jangka 

waktu lama dikarenakan mempunyai kesibukan mengurus rumah tangga, 

menyiapkan kebutuhan suami dan anak. Ketika proses pendampingan, 

komunitas ada yang meminta ijin untuk pulang lebih awal dari waktu yang 

telah disepakati karena suami dan anak yang ada dirumah. 

Terkait dengan jam pertemuan, komunitas juga harus menyesuaikan 

jadwal pertemuan pemberdayaan dengan jadwal suami pulang kerja atau jadwal 

anak pergi dan pulang sekolah. Belum lagi jika komunitas dampingan mempunyai 

pekerjaan. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam proses pendampingan 

pemberdayaan perempuan.  

 

5. “Batik Melati” Sebagai Bentuk Kemandirian Perempuan 

Annemarie Schimmel seorang penulis buku-buku monumental, melacak 

kiprah perempuan dalam bidang keilmuan Islam, seperti Siti ‘Aisyah RA yang 

merupakan sumber pengetahuan terutama dalam bidang Hadits, sumber 

pengetahuan lainnya adalah karya yang ditulis oleh Putri Bhopal Syahjahan 
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begam “Tanzibun Niswan wa Tarbiyatul Insan” peningkatan kaum wanita dan 

pendidikan umat manusia.87 Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, 

menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi 

Pembangunan Nasional88 mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan:  

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya 

produktif di dalam lingkungan. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam 

mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.  

2. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya 

tersebut.  

3. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati 

hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan 

setara.  

Perbincangan tentang perempuan, juga berbicang tentang bagaimana pola 

relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat serta bagaimana hak, 

status dan kedudukan perempuan di sektor sektorik maupun publik. Menurut 

Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua orang feminis dari Asia Selatan “Tidak 

mudah untuk merumuskan definisi feminism yang dapat diterima oleh atau 

diterapkan kepada semua feminis di semua tempat dan waktu. Karena definisi 

                                                           
87 Annemarie Schimmel, Jiwaku Adalah Wanita, (Bandung: Mizan), 1998. h.48. m. Thalib jjuga memaparkan 
bahwa untuk menjadi perempuan shalehah adalah cukup baginya mempelajari Al-Qur’an adalah lebih tinggi 
dari semua peradaban dan akan selalu aktual dan relevan untuk setiap bangsa, tempat dan masa. M. Thalib, 
Analisa Wanita dalam Bimbingan Islam, (Surabaya: Al Ikhlas), 1987. h. 14. Annemarie Schimmel juga 
mengganti bahwa tasawuf bersifat ambivalen pada wanita, dengan memperhatikan, misalnya dalam syi’ir Banat 
an-Na’sy (anak-anak perempuan di keranda), menunjukkan dengan namanya sendiri pada fakta bahwa anak-
anak perempuan di atas ekranda lebih baik daripada hidup. Sangat mudah bagi kaum Zahid Muslim di abad ke-8 
dan 9 menyamakan wanita dengan nafs. Nafs bersifat feminine dalam Bahasa Arab. Selanjutnya sebgaiamana 
yang mereka lihat dalam diri wanita, prinsip nafs yang mereka personifikasikan juga menggambarkan sebagai 
wanita jelek yang mengerikan. Women in Mystical Islam dalam Women in Islam, ed. Azizah Al-Hibri. Oxford: 
Pergamon Press, 1982. h.146 
88 Riant Nugroho. Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 2008. h.124 
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feminism berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural yang 

melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi dan 

tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri”.89 

Setiap manusia termasuk perempuan berangkat dan besar dari bekal yang 

diberikan masyarakat, bekal berupa budaya, norma, nilai, hukum dan lain-lain 

yang disepakati oleh masyarakat. Bila perkembangan berikutnya memperlihatkan 

ketidaksamaan perempuan berperan dalam masyarakat, hal tersebut dapat 

berangkat dari pertanyaan ”bagaimana dengan perbedaan di antara perempuan ?” 

jawaban untuk pertanyaan ini menghasilkan kesimpulan umum bahwa 

ketidakterlihatan, kesenjangan, dan perbedaan peran dalam hubungannya dengan 

lelaki, yang umumnya mencirikan kehidupan perempuan, sangat dipengaruhi oleh 

lokasi sosial perempuan, yaitu, oleh kelasnya, ras, usianya, preferensi 

afeksionalnya, status marital, agama, etnisitas, dan lokasi globalnya.90 

Peran serta perempuan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat, apabila 

ditelaah secara lebih seksama merupakan pemberdayaan masyarakat yang 

maknanya dapat disamakan dengan perolehan dan akses terhadap sumberdaya 

untuk mencari nafkah.91 Fakta bahwa perempuan telah memberikan suatu andil 

terhadap masyarakatnya, disamping sebagai ibu rumah tangga, mereka juga 

mencoba peduli pada komunitas dimana mereka tinggal dan berdomisili. 

Selanjutnya Pearse dan Stiefel menyatakan, bahwa menghormati kebhinekaan, 

kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian merupakan 

                                                           
89 Kamila Bhasin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya, 1995. h.4 
90 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern. Kencana, Jakarta. 2004. h.203 
91 Masykuri Bakri, Dekonstruksi Jalan Terjal Pembangunan Negara Dunia Ketiga (Perspektif Pendidikan, 
Pemberdayaan dan Pelayanan Publik), Surabaya: Visipress, 2011.  h.45. 
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bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif.92 Melalui komunitas perempuan 

membatik “Batik Melati” ini, perempuan berdaya melalui budaya, melestarikan 

warisan leluhur dan membantu meningkatkan ekonomi keluarga.  

Dalam konsep pengembangan masyarakat mengandung kata 

pemberdayaan sebagai upaya untuk membuat masyarakat berdaya. Pemberdayaan 

menjadi prinsip uatama dalam mengembangkan kondisi masyarakat menjadi lebih 

baik. Pemberdayaan sebagai salah satu upaya untuk mencapai keberlanjutan setiap 

progam pengembangan masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sosial 

ekonomi masyarakat. Aktifitas LSM dalam menangani kegiatan pengembangan 

masyarakat diharapkan berujung pada terealisasikanya proses pemberdayaan 

masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena kegiatan pengembangan masyarakat 

pada awalnya memang difokuskan pada pencapaian target perubahan kuantitatif 

yang diindikasikan dengan tersediannya sarana fisik dan perbaikan tingkat 

kehidupan materiil. Namun hal tersebut direalisasikan dengan perubahan target 

kuantitatif ini sebagai modal awal menuju proses perubahan kualitatif yang 

ditandai dengan terberdayakannya masyarakat.93 

Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan kaum ibu di 

pedesaan, seperti halnya kelompok “Batik Melati” yang berada di desa Karanglo 

Kerek Tuban yang beranggotakan perempuan guna meningkatkan ekonomi 

keluarga. Kegiatan Pemberdayaan perempuan di Desa Karanglo telah berkembang 

dengan terbentuk menjadi usaha kelompok, diantaranya adalah kelompok “Batik 

Melati”. Dalam hal pemberdayaan perempuan melalui kelompok/ komunitas, 

diperlukan beberapa langkah. Profesor Gunawan Sumodiningrat94 menjelaskan 

                                                           
92 Ibid  
93 Zubaedi, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, Jakarta : Kencana,2006, h.72 
94 Ibid  
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untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, 

yaitu:  

a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus 

dipihaki daripada laki-laki.  

b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk 

bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. 

c. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.  

    

Perempuan di Desa Karanglo, Kerek, Tuban memiliki peran yang tidak 

kalah penting dala meningkatkan perekonomian keluarga setelah memiliki 

ketrampilan membatik. Dari ketrampilan membatik, mereka bisa menjual hasil 

produksinya kepada masyarakat. Perempuan desa yang pada awalnya kurang 

produktif dalam mengisi waktu luang, disela-sela waktu dirumah saat menunggu 

musim tanam dan panen serta menunggu kiriman dari suami yang bekerja menjadi 

buruh proyek pabrik maupun menjadi petani, kini perempuan menjadi produktif 

setelah bergabung mengikuti kegiatan di kelompok “Batik Melati” bersama KP 

Ronggolawe dari adannya program pemberdayaan yang diberikan. 
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BAB IV 

KP RONGGOLAWE DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN MARJINAL  

B. Tinjauan community development KP Ronggolawe Berdasarkan Teori 

Robert Chamber  

1. Peran KP Ronggolawe dalam Pemberdayaan Perempuan 

Menurut Chamber 

Gerakan perempuan Indonesia yang bangkit sejak dekade 1980-

an berada dalam titik konsolidasi nasional yang solid pada akhir dekade 

1990-an. Apa yang dimaksud “gerakan perempuan” adalah momentum 

terjadinya konsolidasi pelbagai organisasi perempuan untuk agenda 

politik yang sejalan. Ada dua jenis agenda politik yang diperjuangkan 

gerakan perempuan, yaitu agenda politik perempuan dan agenda politik 

yang bersifat umum sebagai warga negara. Konferensi Perempuan 

Internasional yang diselenggarakan di Beijing pada 1995 yang 

menghasilkan mandat untuk mengentaskan perempuan dari posisi 

marginalnya, baik akibat pembangunan (yang kapitalistik atau 

mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada kesejahteraan) maupun 

strategi politik nasional. 

Dalam hal pengembangan masyarakat, marginalisasi komunitas 

lokal dalam penanggulangan masalah kemiskinan merefleksikan mode of 

orientation aktor pembangunan yang lebih bertumpu pada kepentingan 

ekonomi politik daripada kepentingan sosial budaya. Keadaan tersebut 

kemudian akan berdampak pada adanya temuan pilihan strategi orientasi 

pembangunan ekonomi, sosial dan politik yang menjadi bagian penting 
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dalam pengembangan masyarkat, terutama dalam penangana 

kemiskinan.95 Hal yang sama, ditemukan oleh Hikmat96, bahwa 

pengembangan masyarakat dilaksanakan oleh perusahaan pada program 

community development sebagai salah satu solusi dalam penanganan 

kemiskinan. Setiap strategi pembangunan ekonomi, sosial dan politik 

dapat dipilih perusahaan guna menerapkan program pengembangan 

masyarakat. 

Pemerintah berperan penting dalam peningkatan pemberdayaan 

perempuan. Hal tersebut berdasarkan program pembangunan nasional 

(PROPENAS) tahun 2000-2004 dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2000 Bab VIII butir 3 adalah: (1) meningkatkan kedudukan dan peran 

perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan 

nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan 

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, (2) meningkatkan kualitas 

peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap 

mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, (3) meningkatkan nilai 

histories perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha 

pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai 

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI bagian kelima pasal 26 ayat 

2 dan 5 bahwa : ”..(2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan 

dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian 

                                                           
95 Alfitri, Community Development; Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. h.16. 
96 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora. 2004. h.57 
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profesional. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat 

yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup 

dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 

usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi.” 

Implementasi program community development terkadang belum 

berhasil meningkatkan kemandirian masyarakat. Faktor yang 

mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah komunikasi, sumber 

daya, disposisi dan struktur birokrasi, komunikasi dan koordinasi yang 

belum menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan 

program community development perusahaan, sehingga masih tumpang 

tindih. Sumber daya pelaksana program yang terdiri dari pemerintah 

daerah, perusahaan dan LSM masih belum memiliki kemampuan dan sisi 

yang sama dalam pelaksanaan program. 

Berdasarkan konsep community development Robert Chamber, 

maka peran KP Ronggolawe adalah sebagai LSM yang memiliki 

wewenang dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi 

kebijakan pembangunan. Bentuk implementasi program yang dimaksud 

adalah pembentukan kelompok “Batik Melati” dimana kegiatan 

membatik oleh kelompok “Batik Melati” di Desa Karanglo Kerek Tuban 

yang diberdayakan oleh KP Ronggolawe dilakukan sebagai bentuk 

upaya kepedulian sosial LSM dalam rangka meningkatkan derajat 

perempuan desa yang dianggap marjinal. Fenomena perempuan desa 

sebelum adanya kelompok ini adalah; kaum ibu hanya beraktivitas 

mengurus rumah tangga, mengurus anak dan suami, menjadikan mereka 
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hanya bergantung pada penghasilan suami. Pekerjaan suami yang hanya 

buruh tani, petani, buruh pabrik membuat kaum ibu hanya pasrah pada 

keadaan terkait dengan pendapatan suami yang tentunya sangat pas-

pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Atas dasar itulah, maka diperlukan kepedulian dalam menggali 

potensi diri berupa ketrampilan dengan mengembangkan SDM 

khususnya ibu rumah tangga agar mereka dapat hidup mandiri dan 

meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satunya melalui program 

kelompok membatik. Kaum ibu di desa Karanglo sebagian besar tidak 

memiliki ketrampilan membatik. Namun, dengan kemauan dan kerja 

keras mereka untuk belajar dan bergabung dalam kelompok, 

memudahkan mereka dalam belajar membatik meskipun dimulai dari 

ketidaktahuan. Kelompok “Batik Melati” merupakan salah satu program 

pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe Tuban 

yang berupaya untuk melatih dan mengembangkan ketrampilan 

perempuan di bidang batik yang diharapkan dapat mengubah pola pikir 

masyarakat untuk mandiri, giat dan tekun dalam menambah ekonomi 

keluarga dan selanjutnya dapat membantu meningkatkan ekonomi 

keluarga.  

Dengan demikian, peran KP Ronggolawe terhadap 

pemberdayaan perempuan marjinal melalui kelompok “Batik Melati” 

dapat dilakukan secara berkesinambungan (sustainable). Masyarakat, 

utamanya kaum perempuan desa Karanglo bukan hanya dianggap 

sebagai obyek pemberdayaan atau kelompok obyek fungsional saja, 

melainkan masyarakat juga merupakan subyek pemberdayaan 
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masyarakat itu sendiri yang bisa terlibat dalam berbagai hal baik 

ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu, pemberdayaan berdasarkan 

teori Robert Chamber menuntut pemerintah, LSM dan masyarakat untuk 

saling membuka akses yang lebih terbuka, luas dan lebar dalam 

pengembangan SDM. Memberdayakan masyarakat marjinal perlu 

adanya perhatian khusus dalam menemukan formula atau langkah 

pemberdayaan. Peran KP Ronggolawe sebagai LSM tidak hanya 

memberikan bantuan modal melalui CSR tetapi juga memberikan 

bantuan pengetahuan dan ketrampilan, utamanya dalam hal membatik.  

 

2. Strategi KP Ronggolawe Berdasarkan Konsep Chamber 

Menurut Robert Chamber (1983: 113-114) pengentasan 

kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis semata tentang 

bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dan atau kalori masyarakat secara 

berkesinambungan, namun lebih pada usaha untuk memberikan “energi” 

yang lebih besar kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan 

(empowerment). Selanjutnya Chamber menyatakan pula bahwa 

kemiskinan merupakan suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat 

yang saling berkaitan antara ketidakberdayaan (powerlessness), 

kerapuhan (vulnerability), kelemahan fisik (physical weaknesess), 

kemiskinan (poverty) dan keterasingan (isolation).97 Berdasarkan 

pendapat Chamber tersebut, pemberdayaan masyarakat menyasar pada 

kelompok marjinal desa guna menjadi kelompok yang lebih berdaya 

melalui ketrampilan dan pelatihan membatik yang digalakkan oleh KP 

                                                           
97 Robert Chambers, Rural Develompment: Putting the Last First, New York, Longman. 1983. 
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Ronggolawe. Pemberdayaan dalam kelompok, umumnya berhubungan 

dengan pola partisipasi kelompok dalam pemberdayaan.  

Konsep partisipasi yang dikembangkan berdasarkan pendapat 

Chamber menitikberatkan pemberdayaan untuk mengatasi masalah 

ketidakberdayaan masyarakat. Sedangkan KP Ronggolawe yang 

bertindak sebagai LSM yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan tujuan 

memberdayakan masyarakat telah berinisiatif memberdayakan 

masyarakat marjinal. Inisiatif tersebut, dikembangkan secara 

berkelanjutan dalam memberikan pemberdayaan pada kelompok lemah 

untuk memberi akses permodalan. Akses permodalan, dimaksudkan 

untuk memudahkan kelompok lemah yakni kelompok “Batik Melati” 

untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kelompok.  

Kelompok “Batik Melati” berdiri atas dasar persamaan nasib bagi 

sesama perempuan desa Karanglo. Apabila pemberdayaan hanya 

mengacu pada personal, maka mustahil akan mencapai tujuan 

pembangunan. Hal tersebut, menjadi dasar KP Ronggolawe yang 

merupakan LSM independen non profit dalam membantu kelompok 

“Batik Melati” berdiri menjadi kelompok batik perempuan yang 

mengedepankan asas kekeluargaan dan kemandirian. Dengan sikap 

kelompok yang outward looking akan memungkinkan untuk menjalin 

koneksi dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan asosiasi 

atau kelompok di luar kelompoknya. Kemajuan akan lebih mudah 

dicapai karena lalu lintas pertukaran ide akan terus berkembang dan 

menstimulasi perkembangan kelompok dan tentu saja individu dalam 

kelompok “Batik Melati”. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang 
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sama untuk membuat jaringan atau koneksi luar kelompoknya dengan 

prinsip persamaan, kemanusiaan dan kebebasan yang dimiliki.  

 

3. Kontribusi KP Ronggolawe Berdasarkan Pendapat Chamber 

Sebagai penggerak program pemberdayaan perempuan, KP 

Ronggolawe berdasarkan adanya kesamaan pemikiran, kesamaan nasib 

dan kesamaan tujuan untuk lebih mandiri secara ekonomi. Hal tersebut 

sejalan dengan prinsip Chamber bahwa community development 

merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai 

sosial. Di mana setiap anggota kelompok memiliki hak dan kewajiban 

yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang 

egaliter dari setiap anggota kelompok. Pimpinan kelompok hanya 

menjalankan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota 

kelompok. Misalnya, anggota kelompok “Batik Melati” sepakat untuk 

melakukan latihan membatik di tingkat kecamatan 1 bulan sekali, maka 

ketua kelompok cukup mengatur waktu dan koordinasi dengan KP 

Ronggolawe untuk melakukan pelatihan di tingkat kecamatan. Hal ini 

sangat berbeda dengan kelompok tradisional yang memiliki pola 

hubungan antar-anggota berbentuk pola vertikal. Mereka yang berada di 

piramida atas memiliki kewenangan dan hak-hak yang lebih besar baik 

dalam pengambilan keputusan maupun dalam memperoleh kesempatan 

dan keuntungan ekonomi. 

Nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam kelompok “Batik 

Melati” adalah asas kebebasan. Bahwasanya setiap anggota kelompok 

bebas berbicara, mengeluarkan pendapat dan mengembangkan kelompok 
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tersebut. Kebebasan menjadi jati diri kelompok dan anggota kelompok. 

Melalui kebebasan, akan tercipta ide kreatif muncul dari dalam 

(kelompok) yaitu dari beragam fikiran anggotanya yang kelak akan 

memperkaya ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok “Batik Melati”. 

Iklim tersebut memungkinkan munculnya kontribusi besar terhadap 

perkembangan organisasi.  

Selain itu, prinsip lain yang diterapkan dalam kelompok “Batik 

Melati” adalah kemajemukan (humanitarian). Bahwasanya nilai 

kemanusiaan, penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota dan 

orang lain merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, 

group, dan kelompok masyarakat tertentu. Setiap anggota kelompok 

“Batik Melati” diperbolehkan tidak datang ke lokasi membatik yaitu di 

rumah ketua kelompok jika berhalangan. Halangan disini misalnya; anak 

sakit, suami sakit, atau ada keperluan lain yang harus diselesaikan oleh 

anggota. pada dimensi humanitarian, akan terbangun suatu kesadaran 

kuat bahwa hidup yang berwarna-warni, dengan beragam suku, warna 

kulit, dan cara hidup merupakan bagian dari kekayaan manusia. Anggota 

kelompok akan merasa dihargai apabila keperluan dan kebutuhannya 

diluar kelompok didengar dan dipenuhi. Dari hal ini juga akan 

munumbuhkan semangat kemandirian anggota karena besarnya 

perhatian yang diberikan. Pada tahap kemandirian biasanya merupakan 

salah satu sikap hidup yang tidak menggantungkan hidup pada orang 

lain. Pemberian kelonggaran pengerjaan batik di rumah yang diterapkan 

oleh ketua kelompok “Batik Melati” untuk diselesaikan di rumah 

masing-masing anggota dan anggota yang sudah mahir membatik 
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diperbolehkan untuk mengembangkan ketrampilan membatik dengan 

cara; boleh menerima orderan atau pesanan konsumen secara mandiri 

dan hasil penjualan menjadi milik anggota sepenuhnya.  

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa adanya 

pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap perempuan di Desa 

Karanglo yang dilakukan oleh KP Ronggolawe yang menjalin kerjasama 

dengan CSR saling berkaitan dengan kontribusi perusahaan dalam 

meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat untuk menunjang usaha 

bisnis, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam 

meningkatkan entitas bisninya. Pengembangan masyarakat akan menjadi 

objek tukar yang harus dilakukan perusahaan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana Camfens98 yang menekankan 

bahwa community development telah berkembang menuju pembangunan 

kelompok yang berkeadilan sosial dan hak asasi manusia dalam konteks 

regional dan internasional. 

 

C. Tinjauan community development KP Ronggolawe Berdasarkan 

Teori Jim Ife 

1. Peran KP Ronggolawe dalam Pemberdayaan Perempuan 

Menurut Ife 

Teori Jim Ife menjelaskan bahwa dalam program pengembangan 

masyarakat seharusnya dapat mendorong pengakuan dan peningkatan 

hak maupun kewajiban untuk berpartisipasi. Mendorong partisipasi 

                                                           
98 Gerard Hauteker. Community Development in Europe. Community Development Jourrnal Advance Access 
Published September, 6. 2005. 
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merupakan bagian kritis proses pengembangan masyarakat. Namun 

dalam realisasinya, perusahaan belum dapat meyakinkan masyarakat, 

apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga 

dalam pelaksanaan program community development masyarakat hanya 

menuntut adanya hak mereka untuk dipenuhi oleh perusahaan, 

sedangkan kewajibannya sebagai masyarakat belum disadari sebagai 

suatu yang seimbang. Pemberdayaan masyarakat (community 

development) menurut Jim Ife menganggap masyarakat bukan obyek 

yang merupakan tujuan atau hasil dari suatu proses pemberdayaan akan 

tetapi, masyarakat merupakan ribuan proses perubahan yang terus 

berkelanjutan.99 Berdasarkan pendapat Jim Ife tersebut, maka peran KP 

Ronggolawe dalam memaknai LSM adalah sebagai pendamping dan 

pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara 

terus-menerus atau berkelanjutan. KP Ronggolawe memulai suatu 

program pemberdayaan dengan melakukan penyuluhan langsung pada 

masyarakat, merinci aspek ekonomi, sosiologi dan pendidikan. 

Kemudian bekerja dengan kelompok yang dibentuk, memberikan 

pelatihan dan ketrampilan sesuai kesepakatan. Dari hasil penelitian di 

lapangan, peneliti menemukan bahwa persiapan program pemberdayaan 

kelompok “Batik Melati” dilakukan dengan cara:100 

a) Sosialisasi antar kaum ibu 

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui kelompok perempuan 

desa seperti; PKK, arisan, maupun rembug desa yang dilakukan 

                                                           
99 Jim Ife, Frank Tessorio, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development. 
Terjemah oleh Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016. h.344. 
100 Hasil wawancara dengan ketua kelompok “Batik Melati” pada 20 Januari 2020. 
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oleh ibu-ibu. Tujuan sosialisasi ini adalah memberikan manfaat 

bagi kaum ibu ketika mereka bergabung menjadi anggota 

kelompok. 

b) Pendataan warga yang berminat bergabung 

Setelah dilakukan sosialisasi, maka langkah selanjutnya adalah 

pendataan kaum ibu yang berminat bergabung dengan 

kelompok “Batik Melati” dan selanjutnya diberikan pengarahan 

terkait dengan membatik, jam kerja dan sistem bekerja. 

c) Pelatihan pada anggota yang baru bergabung 

Untuk anggota yang baru bergabung dengan kelompok “Batik 

Melati” diberikan pelatihan singkat tentang teknik dasar 

membatik oleh ketua kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mengasah dan meningkatkan kemampuan membatik anggota 

baru. Kegiatan ini menjadi penting, mengingat banyak potensi 

yang dimiliki perempuan dan belum dikembangkan. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh mbak Warti’ah selaku 

ketua kelompok “Batik Melati” dalam pernyataannya sebagai 

berikut: 

“perempuan-perempuan yang ingin bergabung bersama kelompok 
kami, bisa langsung bergabung kemudian diberikan penjelasan 
mengenai program kami, bagaimana cara membatik, butuh berapa 
lama, cara jualnya dan keuntungan yang didapatkan. Untuk pelatihan, 
kami memberikan pelatihan dasar membatik lebih dulu, kemudian 
mereka yang baru bergabung bisa langsung mengimplementasikannya 
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dari pelatihan otodidak 
tersebut. Pelatihan dasar membatik menjadi sangat penting, agar ketika 
mereka lihai dalam membatik, mereka bisa bekerja dan berkembang 
secara mandiri”.101 

 

                                                           
101 Hasil wawancara dengan mbak Warti’ah, Ketua Kelompok “Batik Melati” 20 Januari 2020. 
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Selain itu, untuk dapat bergabung dengan kelompok “Batik 

Melati” dan menjadi anggota simpatisan, calon anggota harus mengisi 

formulir permohonan untuk menjadi anggota. selain itu, kelompok 

juga memberikan syarat lain sebagai berikut: 

1) Memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan domisili Karanglo. 

2) Calon anggota harus diusulkan oleh Pengurus pada Musyawarah 

Anggota dan diputuskan oleh Musyawarah anggota melalui surat 

keputusan pengangkatan. 

3) Calon anggota yang telah diterima, harus tunduk dan patuh pada 

AD/ART kelompok. 

Dari pendapat diatas, peneliti menganalisis bahwa persiapan 

program pemberdayaan dilakukan dengan sosialisasi, ataupun ajakan 

kepada perempuan desa Karanglo, kemudian dilanjutkan dengan 

pelatihan kelompok yang bertujuan untuk mereview dan 

mengembangkan bakat ketrampilan membatik. Bentuk pelatihan 

diawali dengan penyelenggaraan pelatihan internal dalam 

kelompok102 dan pelatihan eksternal yang dilakukan di tingkat 

kecamatan dengan pelatihan yang lebih terukur dan maksimal. Peran 

LSM dalam hal ini adalah memberikan skill sharing. Artinya, para 

anggota kelompok dibawah naungan KP Ronggolawe bukan hanya 

berupaya untuk menerapkan ketrampilan-ketrampilan istimewa 

mereka, tetapi juga saling melengkapi ketrampilan yang dimiliki. 

Program pemberdayaan perempuan pada Kelompok “Batik 

Melati”, tidak hanya membuat batik dalam bentuk kain. Selain kain, 

                                                           
102 Sumber AD/ART Kelompok “Batik Melati”. 
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kelompok tersebut juga membuat taplak meja, syal, dan sarung laki-

laki. Masing-masing barang yang dibuat membutuhkan waktu yang 

berbeda dalam penyelesaiannya sampai finishing. Pelaksanaan 

membatik kelompok “Batik Melati” dilakukan di rumah Endrawati 

yang beralamat di RT/RW 02/01 Dusun Karang Rejo Desa Karanglo. 

Dari pukul 09.00 – 12.00 WIB. Sistem kerja dilakukan secara mandiri 

dimana masing-masing anggota kelompok memiliki tugas untuk 

membuat batik mulai dari pola sampai finishing menggunakan 

peralatan membatik yang telah disediakan. Teknik membuat pola 

awal, biasanya dilakukan oleh ketua kelompok dan dilanjutkan oleh 

anggota yang lain karena tidak semua anggota dalam kelompok mahir 

membuat pola diawal. Mereka lebih memilih melanjutkan membatik 

setelah pola selesai dibuat. Apabila pekerjaan membatik belum 

selesai, maka anggota diperkenankan membawa pulang dan 

menyelesaikannya di rumah masing-masing. Hal tersebut juga 

menjadikan anggota bertanggung jawab atas pekerjaannya. 

Hal tersebut mengacu pada salah satu tujuan berdirinya KP 

Ronggolawe yaitu; berperan dalam mengembangkan berbagai 

pendidikan non formal, pemberdayaan sosial ekonomi guna 

meningkatkan SDM dan pendapatan keluarga marjinal serta 

membangun jaringan. Mengembangkan pendidikan non formal yang 

dilakukannya adalah dengan membentuk kelompok pemberdayaan 

perempuan, memberikan ketrampilan dan pelatihan serta berupaya 

agar anggota kelompok terus berubah menjadi terampil. Hubungan 

kerja antar anggota sebagai rekanan yang diberdayakan juga saling 
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melengkapi ketrampilan satu sama lain. Dengan mengasah 

ketrampilan melalui batik yang telah dikembangkan di daerah lokal 

yang selanjutnya memungkinkan ketrampilan-ketrampilan tersebut 

dibutuhkan dalam lingkungan lokal. Melalui langkah tersebut, 

program pemberdayaan masyarakat melalui kelompok “Batik Melati” 

akan dihargai dan dioptimalkan ketrampilannya dan tidak akan 

termarjinalkan.  

Pemberdayaan perempuan melalui kelompok “Batik Melati” 

yang dilakukan oleh KP Ronggolawe didasarkan atas 2 kata kunci 

yaitu; kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dimiliki oleh KP 

Ronggolawe sebagai LSM yang fokus pada pendidikan alternatif 

berbasis gender agar perempuan memperoleh hak dasar pendidikan 

dan mendorong kemandirian perempuan diwilayah pedesaan, 

pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian dan 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta penyuluhan 

dan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal.103 Pemberdayaan 

masyarakat berdasarkan pendapat Jim Ife104 yang memaknai 

kekuasaan tidak hanya dikaitkan dengan politik, melainkan 

penguasaan atas: 

1. Pilihan personal dan kesempatan hidup; perempuan 

diperbolehkan untuk memilih berkembang atau tidak 

berkembang. Dalam hal ini, perempuan berkembang melalui 

kelompok “Batik Melati” yang bernaung di bawah KP 

                                                           
103 Profil Koalisi Perempuan Ronggolawe 
104 Alfitri, Community Development; Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. h.22. 
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Ronggolawe dan berkesempatan untuk mengubah 

kesejahteraan hidup. 

2. Pendefinisian kehidupan; perempuan yang diberdayakan oleh 

KP Ronggolawe memahami akan kebutuhan hidup dan tuntutan 

zaman. Bahwa perempuan berhak menentukan keinginannya 

dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan yang positif. 

3. Lembaga; pemberdayaan kelompok oleh KP Ronggolawe pada 

dasarnya sudah terikat dengan lembaga yang memiliki sasaran 

pemberdayaan yaitu untuk membantu tingkat kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Ide; KP Ronggolawe memberikan wadah mengembangkan 

bakat perempuan desa Karanglo yaitu dengan membatik 

melalui kelompok. Pemberdayaan melalui kelompok akan lebih 

maksimal dibandingkan pemberdayaan mandiri. Hal tersebut 

dikarenakan, masing-masing anggota dapat bertukar gagasan 

dan ide dalam hal membatik. 

5. Sumber; kelompok “Batik Melati” menjadi sumber utama 

pemberdayaan KP Ronggolawe yang mampu membangun 

relasi baik formal, informal dan masyarakat. 

6. Aktivitas ekonomi; kegiatan pemberdayaan berupa membatik 

menjadi perwujudan program KP Ronggolawe dalam 

memanfaatkan dan mengelola SDM dan SDA yang ada. 

7. Reproduksi; kegiatan membatik tidak mengesampingkan tugas 

utama perempuan. Perempuan yang tergabung sebagai anggota 

tidak sepenuhnya melepaskan kewajibannya sebagai ibu rumah 
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tangga. Para anggota tetaplah ibu rumah tangga yang 

berkewajiban mengurus urusan rumah, anak dan suami tetapi 

mampu berdaya melalui pendidikan informal kelompok “Batik 

Melati”. 

Dengan demikian, peran KP Ronggolawe dalam implementasi 

program community development berdasarkan pendapat Jim Ife dalam 

meningkatkan kemandirian masyarakat, telah mengacu pada prinsip 

kesejahteraan dalam meningkatkan taraf kemandirian masyarakat. 

Berdasarkan pemaparan poin diatas, pemberdayaan kelompok yang 

dilakukan oleh KP Ronggolawe tidak semata-mata didominasi elite 

penguasa baik dari LSM maupun perangkat desa setempat. Peran KP 

Ronggolawe dalam pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai 

pelaku dan sasaran utama, tetap mengedepankan asas-asas kemanusiaan 

yang tidak merugikan satu sama lain akan tetapi memberikan 

kemanfaatan berkelanjutan melalui kelompok. Hal tersebut juga 

merupakan cerminan program community development yang tidak hanya 

memberikan kemanfaatan bagi satu pihak. 

 

2. Strategi KP Ronggolawe dalam Pemberdayaan Perempuan 

Menurut Ife  

Menurut Jim Ife, program pemberdayaan masyarakat harus 

selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan 

membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam 
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proses pemberdayaan masyarakat.105 Partisipasi rakyat dalam 

pembangunan adalah kerjasama rakyat dan pemerintah dalam 

merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. 

Kerjasama ini menuntut hubungan yang setara antara masyarakat dan 

pemerintah. Oleh karena itu, rakyat diupayakan memiliki kapasitas 

baik secara individu maupun kelembagaan. Kapasitas individu dan 

kelembagaan inilah yang menjadi faktor kunci dalam keberhasilan 

program pemberdayaan.106 Masyarakat yang dalam hal ini adalah 

kelompok perempuan dari “Batik Melati”  yang berpartisipasi aktif 

dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe. 

Dengan strategi partisipasi aktif ini kelompok “Batik Melati” dapat 

menentukan sendiri apa yang sebenarnya mereka anggap sebagai 

perbaikan dalam kualitas hidup mereka. Inilah yang disebut Korten107 

sebagai visi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dibutuhkan 

segala upaya dalam menggalang kemandirian masyarakat melalui 

penguatan kemandirian lokal agar pengembangan masyarakat lokal 

dapat terwujud. 

Keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, merumuskan dan 

menyeleksi alternatif tindakan atau program dan 

mengimplementasikan program, serta melakukan monitoring dan 

                                                           
105 Jim Ife, Frank Tessorio, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development. 
Terjemah oleh Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016. h.285. 
106 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. 1995. h.208. 
107 David C Korten. Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia. 2001. h.116. Korten mengatakan bahwa visi berpusat pada rakyat memilih kesejahteraan manusia dan 
berkelanjutan lingkungan hidup di atas penambahan dalam masukan ekonomi. 
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evaluasi program.108 Dalam strategi partisipatif, masyarakat pedesaan 

dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan pembiayaan proyek pembangunan 

pedesaan yang ada dalam masyarakat. Dengan perubahan strategi ini 

diharapkan pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat 

pedesaan sehingga kelestarian hasil pembangunan dapat lebih 

terjamin.109 

Salah satu bagian penting dalam mendorong dan mendukung 

partisipasi adalah menjamin bahwa keputusan-keputusan untuk 

berpartisipasi merupakan keputusan yang mudah dan nyaman.110 

Artinya, konsep partisipasi Jim Ife mengharuskan individu dalam 

kelompok pemberdayaan mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri 

mengenai seberapa mudah seseorang untuk berkumpul dalam 

melakukan pertemuan kelompok, apakah waktu pelatihan 

pemberdayaan berbenturan dengan menjemput anak pulang sekolah, 

apakah ada sarana transportasi yang memudahkan mobilitas dan 

sebagainya. Keterlibatan individu dalam proses-proses tersebut dapat 

meningkatkan fleksibilitas dan akhirnya dapat menjadikan konsep 

partisipasi lebih mudah, membangun harga diri individu dalam 

kelompok dan menumbuhkan perasaan memberikan kontribusi yang 

bernilai bagi kelompok.  

                                                           
108 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat. Bandung: Humaniora. 2008. h.67. 
109 Loekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius. 1995. h.148. 
110 Jim Ife & Frank Tesoriero. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era 
Globalisasi. Diterjemahkan Sastrawan Manullang, Nurul Yakin & M. Nursyahid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
2008. h.315. 
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Berdasarkan pijakan tersebut, KP Ronggolawe sebagai LSM 

yang peduli terhadap kelompok masyarakat secara massif merangkul 

elemen masyarakat utamanya perempuan untuk senantiasa berperan 

aktif dalam memberdayakan perempuan dengan memperhatikan 

kebutuhan dan kewajiban domestiknya untuk menjadi obyek 

pemberdayaan maupun menjadi stake holder pemberdayaan demi 

mewujudkan pembangunan nasional. KP Ronggolawe memiliki 

komitmen melakukan advokasi kebijakan publik, pendampingan 

korban kekerasan perempuan dan anak, pendidikan alternatif berbasis 

gender supaya memperoleh hak dasar pendidikan dan mendorong 

kemandirian perempuan di wilayah pedesaan, pemberdayaan 

masyarakat untuk mendorong kemandirian dan mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi pedesaan serta penyuluhan dan bantuan hukum 

bagi masyarakat marjinal.  

 

3. Kontribusi KP Ronggolawe Berdasarkan Konsep Jim Ife  

Program pemberdayaan masyarakat khususnya pada kaum ibu 

yang dilakukan oleh KP Ronggolawe terhadap kelompok “Batik Melati” 

menjadikan masyarakat lebih mampu untuk mendefinisikan kebutuhan 

mereka. Fakta bahwa perempuan termarjinalkan di desa Karanglo 

menuntut mereka untuk mempelajari ketrampilan baru yaitu membatik. 

Program pemberdayaan oleh KP Ronggolawe terhadap perempuan 

marjinal di desa Karanglo Kerek Tuban bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran perempuan agar lebih berdaya dan mampu mengembangkan 

potensi diri yang dimiliki sehingga perempuan tidak bergantung pada 
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penghasilan suami, bisa membantu perekonomian keluarga dan 

meningkatkan strata sosial masyarakat. Begitu pula kegiatan membatik 

telah mengubah aktivitas kaum ibu yang hanya berdiam di rumah dan 

mengurus pekerjaan rumah, mulai berubah dengan kegiatan positif 

berupa ketrampilan membatik.  

Dalam implementasi pemberdayaan masyarakat perlu ditekankan 

bahwa tidak hanya pada penguatan individual tetapi juga pada 

kelompok. Pemberdayaan tidak hanya mengarah secara individual 

(individual self-empowerment),111 tetapi juga secara kolektif (collective 

self-empowerment). Keduanya harus menjadi bagian dari aktualisasi diri 

(self actualization) dan koaktualisasi eksistensi manusia dan 

kemanusiaan, karena manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok 

ukur normatif, struktural dan substansial. Konsep pemberdayaan 

perempuan dalam kelompok “Batik Melati” yang diberdayakan oleh KP 

Ronggolawe tersebut juga menjadi manifestasi pembangunan yang 

berpusat pada rakyat. Di mana pemberdayaannya memandang inisiatif 

kreatif berupa ketrampilan membatik kaum ibu sebagai sumber daya 

pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material rakyat 

sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.112 

 

D. Manifestasi Pemberdayaan Perempuan Oleh KP Ronggolawe  

Ada beberapa program KP Ronggolawe yang mendasari proses 

pemberdayaan perempuan. Pertama, banyaknya data bersifat kasuistik yang 

                                                           
111 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora. 2004. h.46. 
112 D.C Korten & Sjahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1988. h.261. 
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menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan sehingga mengakibatkan 

pertumbuhan disektor ekonomi tingkat desa terhambat. Hal-hal kasuistik tersebut 

bisa berupa kesenjangan sosial, ketidaksetaraan gender dan pembatasan tenaga 

kerja perempuan di beberapa sektor industri. Kedua, perlakuan terhadap 

perempuan dan anak yang tidak adil dalam ranah hukum. Misalnya, pasal 139 

KUHperdata memungkinkan suami istri mengadakan perjanjian kawin113 dan 

dengan demikian memungkinkan istri mandiri secara ekonomi dari suaminya, 

namun kemandirian ini segera disangkal oleh pasal 140 KUHperdata yang 

menyatakan “perjanjian kawin” tersebut tidak boleh mengurangi segala hal yang 

disandarkan kepada suami sebagai suami.114 Ketiga, keterlibatan perempuan 

dalam kebijakan publik hampir tidak ada dan stereotipe yang 

mengkoncowingkingkan perempuan sangat mengakar di masyarakat. Akhir-akhir 

ini, muncul perdebatan mengenai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga atau 

menjadi perempuan karier. Ada yang menilai bahwa menjadi ibu rumah tangga 

murni merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Ada pula yang menilai bahwa 

untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi namun tidak dapat mengaplikasikan 

ilmunya dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Cerita ini mengilustrasikan 

bagaimana perempuan terus saja dihadapkan pada persoalan peran kultural 

mengenai perempuan ideal yang saat ini telah mampu berkontribusi secara nyata 

dalam pembangunan.  

Berdasarkan paparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep 

pemberdayaan masyarakat (community development) yang dikemukakan oleh 

                                                           
113 Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang memungkinkan suami istri secara individual mengelola harta 
kekayaan masing-masing 
114https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/pentingnya-hukum-yang-berperspektif-kesetaraan-dan-
keadilan 
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Robert Chamber dan Jim Ife dan diaplikasikan oleh KP Ronggolawe dalam 

memberdayakan perempuan dalam kelompok “Batik Melati” berjalan dengan 

keterpaduan yang seimbang. Jika konsep pemberdayaan masyarakat menurut 

Robert Chamber dititikberatkan pada peran LSM pendamping dan wewenangnya, 

maka KP Ronggolawe berfungsi sebagai operator dalam mengatur berbagai 

bentuk regulasi kelompok pemberdayaan. Fungsi LSM yang mengatur regulasi 

kelompok juga mencakup pendanaan kelompok pemberdayaan. Sedangkan 

konsep pemberdayaan masyarakat oleh Jim Ife lebih menekankan pada obyek 

pemberdayaan itu sendiri yang dilakukan secara kontinyu dan terus menerus. 

Dengan kata lain, konsep community development oleh kedua tokoh Robert 

Chamber dan Jim Ife dapat berjalan beriringan. Jika konsep Chamber 

memperhatikan operator pemberdayaan masyarakat maka Ife memperhatikan 

obyek pemberdayaan itu sendiri yang akan menghasilkan pemberdayaan yang 

maksimal dengan memperhatikan segala aspek dan bagian penting dalam proses 

pemberdayaan.  

Dalam hal strategi pemberdayaan masyarakat, yang berkaitan dengan 

pengembangan masyarakat lokal di pedesaan, konsep partisipasi diartikan sebagai 

jaringan hubungan segitiga antara pemerintah daerah dan perusahaan dengan 

masyarakat. Jaringan ini merupakan manifestasi hubungan egaliter bagi ketiga 

pilar program yang mengarah pada pembangunan kepercayaan, kerjasama dan 

kemandirian yang merupakan pilar dari modal sosial, sehingga dilakukan sinergi 

efektif terhadap program pemberdayaan masyarakat yang selama ini masih belum 

optimal. Bentuk partisipasi masyarakat lokal melalui program pemberdayaan 

perempuan utamanya, akan sangat berpengaruh pada keberhasilan program 
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pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya ditentukan oleh pengakuan serta 

peningkatan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi.115 Seperti yang diketahui, 

bahwa desa Karanglo mayoritas penduduknya adalah bekerja sebagai petani, 

buruh tani, yang memperoleh penghasilan ketika musim tanam dan buruh pabrik 

yang memperoleh penghasilan harian kisaran Rp. 70.000-, sampai Rp.100.000-, 

perhari dari pekerjaan penuh waktu di PT. SG. Sedangkan kaum ibu yang hanya 

menyandang peran sebagai Ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan lebih dari 

perolehan nafkah suami, memiliki pilihan untuk bergabung bersama kelompok 

“Batik Melati” dibawah LSM KP Ronggolawe.  

Strategi partisipasi dalam kelompok “Batik Melati” selain berkaitan 

dengan elemen masyarakat, tuntutan kewajiban domestik para anggota, juga 

memandang bahwa pertukaran ketrampilan pada antar anggota dalam kelompok 

merupakan sebuah partisipasi. Para anggota dalam kelompok dapat mempelajari 

ketrampilan-ketrampilan membatik sebagai bagian dari sebuah proses. Dan tidak 

diragukan lagi, para anggota akan memiliki banyak ketrampilan yang tidak 

dimiliki orang lain karena ketrampilan membatik tiap anggota yang variatif. 

Dengan demikian, sebuah pendekatan yang tidak mengistimewakan personal 

dalam kelompok, akan menghasilkan ketrampilan dua arah atau yang disebut skill 

sharing.116 Sebuah proses yang dilalui anggota untuk mengembangkan 

ketrampilan baru yang dapat diterapkan dalam pengembangan masyarakat dan 

menumbuhkan kecintaan masyarakat pada budaya lokal melalui batik melalui 

                                                           
115 Jim Ife & Frank Tesoriero. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era 
Globalisasi. Diterjemahkan Sastrawan Manullang, Nurul Yakin & M. Nursyahid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
2008. h.125. 
116 Ibid. h.525 
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program community development dengan menggunakan pendekatan development 

with community.  

Para kaum ibu yang turut bergabung didalam kelompok “Batik Melati” 

memperoleh pelatihan secara terbimbing dari KP Ronggolawe juga dari dinas 

sosial kabupaten. Selain mendapatkan ketrampilan, mereka juga belajar tentang 

nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai sosial, nilai kebebasan 

dan norma informal yang dimiliki Bersama di antara para anggota, akan 

memudahkan kelompok yang melakukan kerjasama. Dalam hal pengembangan 

ketrampilan dan pendanaan, kelompok “Batik Melati” dibantu oleh CSR PT. SG 

yang diprakarsai oleh KP Ronggolawe. Hal ini menjadi sangat ditentukan 

bagaimana perusahaan PT. SG mengimplementasikan program community 

development melalui konsep triple bottom line secara sistematis dan komprehensif 

yaitu dengan pemberdayaan lokal berupa pelestarian batik dengan ketrampilan 

kelompok, tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.  

Kegiatan pemberdayaan pada kelompok “Batik Melati” juga berhubungan 

dengan PT SG yang menggelar pelatihan melalui CSR (Corporate Social 

Responsibility). CSR atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

yang dilatarbelakangi tahapan sejarah yang cukup panjang. Banyak perusahaan 

yang masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan. 

Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan 

keuntungan dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan 

masyarakat melalui produk yang dihasilkan perusahaan dan pembayaran pajak 
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pada negara.117 Hal ini termasuk pandangan Friedman’s paradigm dengan alasan 

bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan stakeholder terutama 

komunitas sekitarnya sudah diserahkan pada pemerintah lewat pembayaran pajak. 

Asumsi ini pula yang melatarbelakangi pemahaman dan implementasi CSR 

didasarkan pada prinsip kesukarelaan. 

Berdasarkan program kerja yang dilakukan oleh KP Ronggolawe, KP 

Ronggolawe juga menjembatani kelompok perempuan untuk memperoleh bantuan 

sponsorship dari perusahaan perseroan salah satunya adalah dari PT. SG. Dalam 

perjalanannya CSR dari PT SG mulai memfokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi, terutama dalam 

mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan yang sebelumnya terabaikan. 

Perhatian ini telah mendorong berkembangnya beragam aktifitas yang terkait 

dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan yang dikuatkan dengan 

mulai menggeliatnya sektor produktif di masyarakat sebagai bentuk pancingan 

perusahaan dalam meningkatkan sektor ekonomi di masyarakat sekitarnya. 

Pengembangan masyarakat pada umumnya menggunakan konsep 

partisipasi118 sebagaimana yang juga diterapkan oleh KP Ronggolawe dalam 

memberdayakan kelompok “Batik Melati”. Konsep partisipasi diartikan sebagai 

jaringan hubungan segitiga antara pemerintah daerah yang dalam penelitian ini 

adalah LSM KP Ronggolawe dan perusahaan yang dalam hal ini adalah PT. SG 

dan masyarakat. Kemudian jaringan tersebut menjadi manifestasi development 

                                                           
117 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Gresik: Fascho 
Publishing. 2007. h.04 
118 Argument Cleaver, partisipasi adalah sebuah instrument untuk mencapai hasil dan dampak program dan 
kebijakan yang lebih baik. (Frances Cleaver dalam Cooke, Bill & Kothari, Uma, Partisipation: The New 
Tyranny?. London:Zed Books. 2002. TH). 
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with community dengan hubungan egaliter yang mengarah pada pembangunan 

kepercayaan sehingga dapat dilakukan sinergi efektif terhadap program 

pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Selain itu, KP Ronggolawe 

merupakan wadah yang merumuskan kegiatan kelompok bersama kelompok 

batik, memfasilitasi hubungan kerja dengan komunitas lain, memberikan relasi 

dalam hal penjualan batik dan mengembangkan kegiatan pemberdayaan kelompok 

untuk lebih mandiri secara komunitas dan finansial. Suatu kelompok 

pemberdayaan harus bersinergi dengan LSM dalam hal rumusan kegiatan, bantuan 

CSR dan hubungan relasi sebagai connectivitas penjualan produk. Peran LSM 

dalam memberdayakan perempuan marjinal juga mengajarkan perempuan untuk 

lebih tertata dan mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.  

Melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota kelompok yang dipandang 

sebagai sekumpulan masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja 

potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan.119 Dari paparan tersebut, 

pemberdayaan perempuan dalam kelompok “Batik Melati” juga sesuai dengan 

konsep community development yaitu people centered, pembangunan masyarakat 

yang dijalankan dari participatory masyarakat setempat, dan suatu implementasi 

pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan daya yang mendorong 

adanya empowering bagi semua anggota masyarakat dan suatu pembangunan 

masyarakat yang sustainable sehingga mampu menyediakan ketersediaan sumber 

daya alam yang cukup dan memadai bagi generasi mendatang.120 Maka dapatlah 

ditekankan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti suatu upaya yang disengaja 

dan terencana untuk meningkatkan martabat dan harkat masyarakat melalui dan 

                                                           
119 Alfitri, Community Development: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. h.31. 
120 Ibid. h.21 
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sekaligus menggunakan potensi masyarakat tersebut. Karena pemberdayaan 

masyarakat adalah suatu konsep pembangunan ekonomi yang mencakup 

pembangunan sosial budaya masyarakat yang harus merefleksikan paradigma 

pembangunan masyarakat. Yang kemudian memaknai pemberdayaan yang 

bertujuan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan 

dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase percaya diri untuk menggunakan 

daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.121  

Bentuk peningkatan ekonomi anggota kelompok adalah bahwa masing-

masing anggota diperkenankan mengerjakan batik diluar kegiatan pelatihan sesuai 

kemahiran masing-masing. Hasil dari penjualan sepenuhnya dimiliki anggota 

yang selesai sampai proses finishing dan kelompok hanya 

memperoleh.sumbangan iuran untuk kegiatan produktivitas. Melalui program 

pemberdayaan yang dilakukan KP Ronggolawe, perempuan di desa Karanglo bisa 

keluar dari ketidakberdayaan menuju pemberdayaan dengan modal pelatihan dan 

pendampingan sebagaimana yang telah disepakati antara masyarakat dan LSM. 

Hasil dari pemberdayaan KP Ronggolawe pada kelompok “Batik Melati” 

kemudian terwujud dalam ketrampilan, kesejahteraan dan kemakmuran para 

anggotanya yang dapat membantu menopang perekonomian keluarga sesuai 

dengan visi dan misi KP Ronggolawe. 

 

 

                                                           
121 Isbandi Rukminto Adi, IntervensiKomunitas Pengembangan Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2008. H. 78 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Peran Koalisi Perempuan Ronggolawe dalam Peningkatan Kemandirian 

Perempuan pada kelompok “Batik Melati” di desa Karanglo, Kerek, Tuban 

adalah LSM yang memiliki wewenang dalam proses perumusan 

perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan dan sebagai 

pendamping serta pelaksana program pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. KP Ronggolawe 

memulai suatu program pemberdayaan dengan melakukan penyuluhan 

langsung pada masyarakat, merinci aspek ekonomi, sosiologi dan 

pendidikan. 

2. Strategi pendekatan yang dilakukan oleh Koalisi Perempuan Ronggolawe 

adalah partisipatoris. Di mana perempuan diberdayakan dengan tujuan 

agar perempuan mampu mengejar ketertinggalan yang diakibatkan oleh 

konstruksi patriarki yang menempatkan posisi perempuan menjadi 

timpang baik dalam akses dan kontrol terhadap sumberdaya ekonomi, 

politik, HAM, sosial dan budaya. Dengan strategi partisipatoris, LSM dan 

seluruh masyarakat terkait akan saling bekerjasama dalam mewujudkan 

kesejahteraan ekonomi melalui ketrampilan. 

3. Kontribusi Koalisi Perempuan Ronggolawe terhadap kelompok “Batik 

Melati” adalah membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

untuk menunjang usaha bisnis, sekaligus memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan dalam meningkatkan entitas bisnis melalui pemberdayaan 
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masyarakat dan merangkum nilai-nilai sosial. Di mana setiap anggota 

kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan 

kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota 

kelompok. Nilai-nilai sosial, nilai kebebasan dan norma informal yang 

dimiliki Bersama di antara para anggota, akan memudahkan kelompok 

yang melakukan kerjasama. 

 

B. Saran 

1. Bagi LSM lain yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat 

hendaknya lebih aware terhadap isu-isu sosial yang berkembang. Hal 

tersebut diperlukan untuk mengambil sikap berupa kebijakan ataupun 

kegiatan yang berpengaruh positif terhadap masyarakat dan lingkungan. 

2. Kelompok perempuan masih dianggap sebagai kelompok yang unpower. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perhatian dari Desa dalam 

memahami kontruksi pemberdayaan masyarakat. 

3. Untuk mewujudkan suatu community development tidak bisa hanya 

mengedepankan satu unsur saja. Semua unsur masyarakat, warga, LSM, 

pemerintah, dan perusahaan harus saling bekerjasama.  
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